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MOTTO 
 
 َق َلاََهلصَ ِهللََّا  لوُس رَُاللَىَ َع َل َيَِهَ َوَهلس َمََا مُه  ن  ي  ب وٌَ ِِيّ بَ ما ر  لْاَهنِإ وٌَ ِِيّ َب  ل لا  لْاَهنِإَ:
ٌَتا ِهب ت شُم،ََِساهنلاَ نِم ٌَيرِث َك هنُهُم ل ع  ي  َلا،ََِهِض رِع وَِِهنيِِدلَ أ  بْ ت ساَِتا ه ُبُّشلاَى قه تاَِن م ف،َ
َِما ر  لْاَِفَِ ع ق وَِتا ه ُبُّشلاَِفَِ ع ق وَ ن م وََ، َر  يَىِعاهرلا كَ ع ت ر  يَ ن أَُكِشُويَى ِم لْاَ  ل و حَى ع
َِهِيف،َىًِحٍَِكِل مَ ِِلُكِلَهنِإ و  َلا أ،َََُهُِمرا  مََ ِهللََّا ى ِحَِهنِإ و  َلا أ،ًََة غ ضُمَِد س  لْاَِفَِهنِإ و  َلا أ،ََا ِذإ
َُهُّلَُك ُد س  لَْا  ح ل صَ  ت ح ل ص،ََُهُّلَُك ُد س  لْاَ د س فَ  ت د س فَا ِذإ و،َ َو  َلا أ.ُب ل ق لَا  ىِه  
 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram 
itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar, yang tidak 
diketahui (status halal dan haramnya) oleh banyak orang.  
Siapa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang samar maka ia telah menyelamatkan 
keagamaan dan harga dirinya. Siapa terjerumus di dalamnya maka ia (lambat 
laun) terjerumus ke dalam yang haram, layaknya penggembala yang 
menggembala di sekitar daerah terlarang. Ia nyaris memasukinya.  
Ingatlah, Sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan dan ingatlah 
bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. 
Ingatlah, Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, di mana jika ia baik 
maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Dan jika ia rusak maka seluruh tubuhnya 
menjadi rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati". 1 
 
 
 
 
 
 
 
      1 Hadis Shahih, Al-Bukhari (52) dan Muslim (1599), Dikutip dari Muhammad bin Ismail Al- 
Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram, Ji. 3, Cet. 1, Terj. Ali Nur Medan, 
Dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 830-831. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
َك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
  Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
xii 
 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
  Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاَ ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اِنبر Rabbana 
2. لِزن Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجِرلا Ar-rajulu 
2. للالْا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 
tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 مََامَوَِملوسرلاإَد  Wa ma> Muhaamadun illa> rasu>l 
 يّلماعلاَبرَللهدملْا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 يّقزارلايرخَولهَاللَنإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-
ra>ziqi>n 
 نازيلماوَليكلاَاوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Muhammad Naufal Yasir, NIM: 152111213, “Jual Beli Emas Secara Tidak 
Tunai Dalam Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Ditinjau 
Dari Fatwa DSN MUI No.77 Tahun 2010”. Membeli barang secara tidak tunai 
adalah hal yang biasa terjadi dalam masyarakat Indonesia, sebagai alternatif untuk 
memperoleh barang dengan cepat daripada harus menabung senilai barang yang 
diinginkan. Namun, timbul permasalahan dimana barang yang diperjualbelikan 
secara tidak tunai adalah emas, yang diharamkan jika dijual secara tidak tunai. Emas 
merupakan alat investasi bagi masyarakat, juga tidak terlepas dari sistem jual beli 
secara tidak tunai. Menanggapi hal tersebut, melalui Fatwa NO.77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, jual beli emas secara 
tidak tunai dihukumi boleh (diperbolehkan) selama emas tidak menjadi alat tukar 
yang resmi (uang). Pegadaian Syariah adalah salah satu penyedia jasa jual beli emas 
secara tidak tunai lewat produk Mulianya menjadi wadah masyarakat yang ingin 
membeli emas secara tidak tunai. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah praktik jual beli emas 
secara tidak tunai dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dan 
apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 
Metode Penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan, menggunakan 
pendekatan normatif empiris untuk menganalisa antara fatwa dan praktiknya. 
sumber data, yaitu primer dan sekunder, Lokasi dan waktu penelitian ada di kantor 
Cabang Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru selama 47 hari. Teknik pengumpulan 
data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara penyajian data secara deduktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam 
produk Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru ada tiga cara untuk 
memperoleh emas yaitu perseorangan, kolektif dan arisan. Pembeli diharuskan 
menentukan jenis emas, jangka waktu angsuran, dan membayar uang muka dengan 
biaya administrasi. Penentuan margin menggunakan margin tetap (fixed rate) untuk 
perhitungan angsurannya. Akad yang digunakan adalah akad mura>bah}ah sebagai 
akad pokok dan akad raḥn (penjaminan) sebagai tambahan. Selanjutnya jual beli 
emas secara tidak tunai dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru telah sesuai dengan batasan dan ketentuan dari Fatwa DSN MUI No.77 Tahun 
2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.       
 
Kata Kunci: Jual beli, Emas, Pegadaian Syariah, Dewan Syariah Nasional   
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ABSTRACT 
 
Muhammad Naufal Yasir, NIM: 152111213"Buying And Selling Gold With Non-
Cash In Mulia Products At The Pegadaian Syariah Solo Baru Branch, Judging 
From MUI DSN Fatwa No.77 Of 2010". Buying goods with non-cash is 
frequently in Indonesian society, as an alternative to getting goods quickly instead 
of having to save the desired value of goods. However, a problem arises where 
goods that are traded with non-cash is gold, which is forbidden if sold with non-
cash. Gold is an investment tool for the community, also can not be separated from 
the system of buying and selling with non-cash. Responding to this, through Fatwa 
NO.77/DSN-MUI/V/2010 Concerning the Sale and Purchase of Gold With Non-
Cash, buying and selling gold with non-cash punished may (be allowed) as long as 
gold is not an official medium of exchange (money). Pegadaian Syariah is one of 
the providers of buying and selling gold with non-cash through Mulia products 
becomes a place for people who want to buy gold with non-cash. 
The problem in this research is, how is the practice of buying and selling gold in 
cash in Mulia products at the Pegadaian Syariah Branch of Solo Baru and whether 
the practice is in accordance with the Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-
MUI/V/2010 About Buying and Selling Gold With Non-Cash. 
Research Methods, this type of research is qualitative in the field, using an empirical 
normative approach to analyze the fatwa and its practice. data sources, namely 
primary and secondary. Location and time of research were at the Pegadaian 
Syariah Solo Branch office for 47 days. Data collection techniques, namely: 
observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is 
descriptive qualitative by presenting data deductively. 
The results showed that the practice of buying and selling gold with non-cash in 
Mulia products at Pegadaian Syariah Solo Baru Branch, there are three ways to 
obtain gold, namely individual, collective and social gathering. Buyers are required 
to determine the type of gold, the installment period, and pay a deposit with 
administrative costs. Determination of margins uses a fixed rate for the calculation 
of installments. The contract used is the contract mura>bah}ah as the main contract 
and the contract rah}n (collateral) in addition. Furthermore, the sale and purchase of 
non-cash gold in Mulia products at Pegadaian Syariah Solo Baru Branch has been 
in accordance with the limits and provisions of DSN MUI Fatwa No.77 of 2010 
concerning the sale and purchase of gold with non-cash. 
 
Keywords: Buying and Selling, Gold, Pegadaian Syariah, Dewan Syariah Nasional 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT, telah menjadikan manusia masing- masing saling mem-
butuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar 
keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui 
jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain 
baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.1 
Jual beli merupakan salah satu kebutuhan diantara banyaknya kegiatan 
ekonomi yang ada sejak masa lalu bersamaan dengan peradaban manusia dan 
juga merupakan akad yang paling umum digunakan oleh masyarakat.2  
Aturan jual beli terdapat Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah: 275, 
yaitu: 
...     رلٱ َمَّرَحَو َعۡي َب
ۡ
لٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأَو 
 
 اٰو َب ... 
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.3 
 
Al-Qur’an telah menjabarkan peraturan berupa dasar yang jelas seperti 
yang telah diungkapkan oleh para ulama mulai dari rukun, syarat, maupun 
bentuk jual beli yang diizinkan maupun yang dilarang karena kemad}ara>tannya. 
 
1 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. 36, (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2003), hlm. 278. 
2 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), hlm. 69. 
 3 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2002), hlm. 48. 
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Kegiatan jual beli harus dikerjakan secara bertanggung jawab dan harus 
menghasilkan maslahat kepada para pihak yang melaksanakannya. 
Surah Al-Baqarah ayat: 275 diatas menyebutkan juga tentang riba yang 
menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah) yang diharamkan.4 Dalam sebuah 
hadis menerangkan benda- benda yang termasuk dalam barang ribawi yaitu:   
  ةَّض ف ل  بِ ُةَّض ف لاَو  بَهَّذل  بِ ُبَهَّذلا ال ث م  ح ل م ل  بِ  ر  مَّتل  بِ ُر  مَّتلاَو  ير عَّشل  بِ ُير عَّشلاَو   ُبُ ل  بِ ُُّبُ لاَو  
  ب ا ادَي َناَك اَذ إ  مُت   ئ
 ش َف يَك اوُعي َبف ُفاَن  صَلأا  ه ذَه  تَفَل َت  خا اَذ َإف ٍدَي ب ا ادَي ٍءاَوَس ب اءاَوَس ٍل ث
  بِ ٍدَي  
 
“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam 
(dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya 
berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.5 
 
Diantara barang ribawi tersebut diatas terdapat emas yang menjadi 
fokus utama objek penelitian ini. Emas merupakan logam mulia (logam yg 
mahal harganya, warnanya kuning mengkilap dapat ditemukan serupa perhiasan 
seperti anting, kalung, dan lain- lain).6  
Saat ini emas merupakan salah satu alat investasi masyarakat, dimana 
memiliki emas merupakan salah satu hal yang membanggakan di dalam 
masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya 
alam, termasuk didalamnya kandungan emas yang melimpah. Produksi 
 
4 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam..., hlm. 290 
 5 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram, 
Jilid 2, Terj. Muhammad Isnan, Dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 398.  
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), hlm. 384. 
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pertambangan emas di Indonesia menjadi produsen terbesar ke 7 di dunia pada 
tahun 2018.7    
Perubahan atau fluktuasi harga emas yang cukup menjanjikan sebagai 
alat investasi mendorong minat masyarakat Indonesia untuk memiliki emas. 
Perlu diketahui bahwa memiliki emas saat ini ialah untuk investasi jangka 
panjang dan menjaga nilai uang (dalam bentuk emas) agar tidak rentan terhadap 
inflasi. 
Melihat keinginan masyarakat tersebut membuka peluang bagi PT. 
Pegadaian, sehingga pada tahun 2008 PT. Aneka Tambang bekerja sama 
dengan PT. Pegadaian untuk melakukan penjualan produk Mulia (Mura>bah}ah 
Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Produk tersebut juga ditawarkan oleh PT. 
Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan non bank dengan 
berbagai macam produk-produknya yang berprinsip syariah.8 
 Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan (kepingan) 
bersertifikat kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses 
mudah dan jangka waktu yang fleksibel.9 
Dengan perkembangan produk-produk ekonomi yang berprinsip syariah 
saat ini dan menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan 
masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, 
 
7 Teddy Tri Setio Berty, “7 Negara Penghasil Emas Terbanyak, Indonesia?”, dikutip dari 
https://www.liputan6.com/global/read/3887085/7-negara-penghasil-emas-
terbanyakindonesia, diakses 14 Mei 2019. 
8 Pegadaian Syariah, “Pedoman Operasional Gadai Syariah”, (Jakarta, 2008), hlm. 25. 
9 Website Resmi Pegadaian Syariah, ”Produk Mulia”, dikutip dari Pegadaian-
syariah.co.id/mulia-2417, diakses 16 Maret 2019. 
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baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta’jil), maka Dewan 
Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia yang merupakan satu-satunya 
lembaga yang diberi tugas secara langsung oleh undang-undang untuk 
menetapkan fatwa dan mengawasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia 
mengeluarkan Fatwa NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara 
Tidak Tunai yang memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik 
melalui jual beli biasa atau jual beli mura>bah}ah, hukumnya boleh (mubah ja’iz) 
selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).10 
Telah ditetapkan batasan dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO.77 
tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yaitu, harga jual (ts\aman) 
tidak boleh bertambah dalam masa akad walaupun terdapat tambahan waktu 
setelah jatuh tempo, emas yang telah dibeli dengan pembayaran tidak tunai 
tersebut bisa dipakai untuk jaminan (raḥn) dan emas yang telah dipakai sebagai 
agunan tidak bisa dijualbelikan atau dipakai untuk keperluan lain yang 
membuat kepemilikannya berubah.  
Menariknya dalam mekanisme keuangan syariah tersebut menuai 
kontroversi diantara para jumhur ulama tentang jual beli emas, pasalnya dalam 
beberapa hadis dan panduan standar syariah internasional seperti Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang 
melarang jual beli emas kredit (secara tidak tunai) hanya memperbolehkan jual 
 
10 Dewan Syariah Nasional, “Memutuskan”, dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 
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beli emas tersebut hanya secara kontan (tunai, harus diselesaikan di hari itu 
juga) dan tidak boleh menjualnya dengan cara kredit (tidak tunai).11 
Masalah tersebut membuat ketertarikan dalam penelitian ini supaya 
dapat mengetahui praktik jual beli emas yang selalu berfluktuasi didalam 
produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru terhadap batasan dan 
ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO.77 tahun 2010 tentang jual beli emas 
secara tidak tunai.  
Dalam penelitian ini, Pegadaian Syariah merupakan perusahaan 
penyedia jasa jual beli emas lewat produk Mulianya, Pegadaian Syariah ini 
adalah Cabang Solo Baru yang bertempat di Serengan Kota Surakarta yang 
merupakan salah satu Pegadaian Syariah pertama di indonesia pada tahun 
2003.12 
Hal menarik tersebut merupakan pokok dari penelitian ini yang 
menganalisa kesesuaian fatwa terhadap mekanisme produk Mulia di PT. 
Pegadaian Syariah.yang berjudul  “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam 
Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Ditinjau dari Fatwa 
DSN MUI No.77 Tahun 2010”.  
 
 
 
 
11 The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, “Shari’ah 
Standards”, (Manama, 2015), hlm. 202. 
12 Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan 
Praktis, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 276. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dipaparkan tersebut diatas, terdapat hal yang 
cukup menarik dan juga sekaligus mengandung permasalahan diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam produk Mulia 
di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru ? 
2. Apakah praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam produk Mulia di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru sudah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas 
Secara Tidak Tunai ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penulisan dan penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan analisa mengenai praktik dalam produk Mulia di Pegadaian 
Syariah terhadap fatwa yang membolehkan praktik tersebut, dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik dan mekanisme jual beli emas secara tidak tunai 
dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli emas secara tidak tunai 
dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli 
Emas Secara Tidak Tunai. 
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D. Manfaat Penelitian 
Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penyusunan 
penelitian ini ialah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi 
kajian ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks jual beli emas secara 
tidak tunai yang dipraktekan oleh lembaga keuangan syariah terhadap fatwa 
yang memperbolehkan praktek tersebut, diantara pendapat dan hadis yang 
melarang jual beli emas secara tidak tunai.  
2. Manfaat Praktis 
Manfaat selanjutnya dalam penyusunan penelitian ini ialah dapat 
menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya, berbagai manfaat praktis yang 
diharapkan dari penelitian ini ditujukan untuk: 
a. Penulis 
Hasil penelitian ini ditujukan untuk menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah yang 
sedang dijalani oleh penulis dan memperdalam peran pemikiran jumhur 
ulama terhadap hukum jual beli emas secara tidak tunai yang 
menimbulkan pendapat yang bervariasi dan juga mempelajari unsur-
unsur apa yang menjadi alasan perbedaan pemikiran tersebut. 
b. Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai produk Mulia di Pegadaian Syariah yang 
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mewadahi keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 
Islam dalam memperoleh emas dengan berlandaskan prinsip syariah, 
yang bisa dilakukan secara tunai dan angsuran. Karena dalam 
pandangan masyarakat, emas merupakan benda berharga dan salah satu 
komoditas yang menguntungkan jika diinvestasikan. 
c. Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat sebagai 
sosialisasi terhadap masyarakat sebagai konsumen dan mempermudah 
pengenalan produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
tersebut dalam masyarakat. Selain itu sebagai peninjauan kembali untuk 
perusahaan Pegadaian Syariah, serta memberi masukan dan bahan 
pertimbangan dalam meningkatkan kinerja terhadap produk tersebut. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Jual Beli 
Menurut etimologi, jual beli adalah menukar suatu barang dengan 
barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).13 Jual beli dilandaskan 
dalam Al-Qur’an, surah Al-Baqarah: 275 sebagai berikut: 
...  
 
 اٰو َب  رلٱ َمَّرَحَو َعۡي َب
ۡ
لٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأَو... 
  
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.14 
  
 
 13 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam..., hlm. 278. 
 14 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 48. 
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Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi agar akadnya 
dianggap sah dan mengikat. Jumhur Ulama kemudian memutuskan bahwa 
dalam jual beli terdapat empat rukun, yakni: penjual dan pembeli (orang 
yang berakad), s{i>ghat, barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang.15 
Jual beli emas dalam produk Mulia menggunakan akad mura>bah}ah 
diartikan sebagai jual beli barang senilai biaya beserta harga pokok  
ditambah keuntungan yang disepakati. Ciri khas dari akad mura>bah}ah 
adalah yaitu penjual dan pembeli harus mengetahui harga pokok dan 
menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.16 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Pengertian fatwa menurut syariah adalah menerangkan hukum 
syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik 
si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun 
kolektif.17 Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang 
hukum syariah oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.18 
 
 15 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam..., hlm. 279. 
 16 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13. 
 17 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1997), hlm. 5. 
 18 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Wali, 2013), hlm. 373-375. 
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Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.19 
Dewan Syariah Nasional memiliki tugas yaitu, mengembangkan 
penerapan hukum syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya 
dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis 
kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan 
syariah, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan di Indonesia.20 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang berisi tinjauan atas penelitian 
terdahulu yang relevan. Dalam tinjauan pustaka ini juga dijelaskan perbedaan 
dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa karya ilmiah ini diantaranya 
yaitu: 
Penelitian yang disusun oleh Nurul Aini Amalia, Pada tahun 2018 
dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap 
Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya”. Skripsi 
ini menjelaskan tentang sistem trading yang dipakai dalam jual beli emas dasar 
hukum awalnya adalah boleh, menjadi tidak boleh karena harganya berubah dan 
menjadi tidak sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam fatwa jual beli emas 
 
 19 M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional 
MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 4. 
 20 Ibid., hlm. 5. 
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yaitu tidak bertambahnya harga jual dalam masa akad meskipun terdapat 
penundaan angsuran, hal tersebut terjadi karena emas selalu berubah harganya 
dalam jangka waktu tertentu. Aset utama dari perusahaan tersebut adalah emas 
yang selalu berubah- ubah mengikuti grafik harga emas dunia yang tidak sesuai 
dengan fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Persamaan dari penelitian 
tersebut adalah analisis fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 terhadap 
perusahaan penyelenggaranya dan perbedaan dari penelitian tersebut adalah 
perusahaan penyelenggara jual beli emas PT. Rifan Financindo Berjangka 
Surabaya.21 
Selanjutnya penelitian dari Irayana Harpen, pada tahun 2014 yang 
berjudul “Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada 
Pegadaian Syariah”. Jurnal tersebut menjabarkan tentang produk Pegadaian 
Syariah yang ditawarkan pada masyarakat yaitu produk Mulia dalam 
mekanisme akad mura>bah}ah dan akad rah}n dalam produk Mulia telah sesuai 
baik mengenai syarat dan juga rukunnya menurut syariah, baik yang 
menyangkut al-‘akid (para pihak), al-ma’kud ‘alaih (obyek perjanjian) maupun 
s{i>ghat (ija>b dan qabu>l). Mura>bah}ah adalah akad yang pokok dalam Produk 
Mulia dan setelah itu rah}n merupakan akad tambahannya. Oleh karena itu 
produk ini bukan termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang. 
Pegadaian Syariah melakukan analisis pembiyaan secara obyektif yang meliputi 
aspek-aspek: karakter (character), kemampuan (capacity), kondisi (condition), 
 
 21 Nurul Aini Amalia, “Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap  
Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya”, Skripsi. Fakultas 
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.  
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agunan (collateral/ rah}n) dan kepercayaan. Persamaan dari penelitian tersebut 
adalah tentang akad logam mulia di dalam Pegadaian Syariah sedangkan 
perbedaannya adalah tidak menjurus dalam landasan hukum fatwa terhadap 
produk Mulia.22 
Penelitian karya Dewi Nurdiana pada tahun 2019 yang berjudul 
“Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-
MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”. Fatwa 
tersebut menyatakan bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, hukumnya boleh 
(mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). DSN-
MUI menggunakan dalil istinbaṭh hukum maṣlaḥah mursalah. Praktek jual beli 
emas secara tidak tunai ini sangat dibutuhkan oleh umat dan apabila tidak 
diperbolehkan maka kemaslahatan manusia akan terganggu. Pendapat Erwandi 
Tarmizi dan mayoritas ulama lainnya yang melarang  jual beli emas secara tidak 
tunai ini atau tidak boleh dilakukan, walaupun emas dan perak tidak dijadikan 
alat tukar di Indonesia. Sifat emas sebagai barang ribawi tidak bisa dihilangkan 
pada emas atau perak dan dilarang atau tidak boleh terjadi penangguhan dalam 
mempertukarkannya. Persamaan dari penelitian tersebut adalah mengenai 
batasan dan ketentuan yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI NO.77 tahun 2010 
 
 22 Irayana Harpen, “Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada 
Pegadaian Syariah”, Jurnal, Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, Riau, 2014. 
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Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, perbedaannya adalah tidak 
menjurus terhadap produk Mulia di Pegadaian Syariah.23 
Penelitian karya Indra Suwanda, pada tahun 2018 yang berjudul 
“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang 
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way 
Halim Bandar Lampung)”. Praktik jual beli emas secara tidak tunai di 
Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan 
Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. 
1. Harga emas selama dalam masa angsuran tidak mengalami kenaikan; 
2. Emas selama dalam masa cicilan oleh nasabah akan ditahan oleh pihak 
pegadaian, dan tidak bisa terjadi obyek akad yang lain oleh PT Pegadaian 
Syariah UPS Way Halim maupun oleh nasabah. 
Persamaan dari penelitian tersebut adalah mengenai jual beli emas secara tidak 
tunai dalam fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli 
Emas Secara Tidak Tunai, perbedaannya adalah tidak menjurus terhadap 
produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.24 
Selanjutnya penelitian dari Nurlaili Maghfirah, dibuat pada tahun 2018 
yang berjudul “Mekanisme Akad Murābaḥah Dalam Penjualan Produk Mulia 
Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”. 
 
23 Dewi Nurdiana, “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa 
DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”, Skripsi, Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta, 2019.  
24 Indra Suwanda, “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 
Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way 
Halim Bandar Lampung)”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2018.  
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Sistem penetapan harga emas dalam penjualan produk Mulia Arisan pada 
Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah berdasarkan penetapan harga dari PT. 
Aneka Tambang ditambah dengan margin keuntungan, biaya administrasi. 
Harga yang ditetapkan oleh PT. Aneka Tambang dapat berubah sesuai dengan 
kondisi di Indonesia. Persentase margin keuntungan telah ditetapkan oleh PT. 
Aneka Tambang berdasarkan jangka waktu angsuran dan uang muka yang 
dibayar oleh nasabah. Manajemen resiko untuk menghindari dampak kenaikan 
harga Logam Mulia bagi pendapatan Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah 
dengan mempertimbangkan harga dan persentase keuntungan di awal masa 
akad. Dan pembelian emas atau logam mulia secara keseluruhan dilakukan oleh 
Pegadaian Syariah Banda Aceh di awal masa akad sehingga dampak kenaikan 
harga terhadap pendapatan tidak terlalu dikhawatirkan.25 Persamaan dari 
penelitian tersebut adalah tentang mekanisme jual beli emas secara tidak tunai 
perbedaannya adalah tidak menjurus terhadap fatwa DSN-MUI No.77/DSN-
MUI/V/2010. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan 
dengan penelitaian yang berlokasi di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
Melalui pendekatan normatif empiris dinilai tepat untuk menggambarkan 
 
25 Nurlaili Maghfirah, “Mekanisme Akad Murābaḥah Dalam Penjualan Produk Mulia 
Arisan Pada Pegadaian Syari’ah Banda Aceh  (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, Skripsi, 
Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 
2018.  
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fatwa dan realita empiris praktik tentang jual beli emas di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 
menggambarkan data dan informasi di lapangan, kemudian di analisa secara 
mendalam. 
2. Sumber data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh 
peneliti melalui wawancara langsung dari obyek penelitian dan 
observasi kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru tentang 
produk Mulia. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder dari penelitian ini didapat dari Penelitian 
kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan dokumentasi- 
dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, 
leaflet, buletin dan internet. 
3. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian berada di kantor Cabang Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru yang beralamat di Ruko Dawung Tengah Blok C-D, Jl. 
Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Kecamatan Serengan, Kota 
Surakarta, Jawa Tengah, 57155. Dengan nomor telepon (0271) 2933606. 
Adapun waktu penelitian adalah 47 hari dimulai pada tanggal 15 Agustus 
sampai dengan 1 Oktober 2019. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Observasi 
Observasi dengan cara mengamati secara langsung prosesi jual 
beli emas di Unit Pegadaian Syariah, dalam pengamatan tersebut 
mendasari data-data yang diinginkan dalam mendukung data-data lain. 
Dalam observasi ini penulis akan mengamati langsung pembelian logam 
mulia emas di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.  
b. Wawancara 
Yaitu tanya jawab antara penulis dan narasumber yang bertukar 
informasi sehingga dapat disimpulkan inti dari permasalahan atau topik 
tertentu.26 Penulis melakukan wawancara terstruktur dan tidak 
terstruktur dengan petugas yang berwenang terhadap jual beli emas 
secara tidak tunai dalam produk Mulia di kantor Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru.  
c. Dokumentasi 
Pengumpulan data dengan pencarian dokumen, Dokumentasi 
seperti brosur yang diedarkan, brosur perhitungan angsuran emas dan 
dokumen jual beli emas secara tidak tunai dari Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. 
 
 
26  Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah 
(Jakarta Kencana Prenada Media Group: 2011), hlm. 138. 
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5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan 
model Miles dan Huberman, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan 
selanjutnya penarikan kesimpulan.27 Dalam menganalisis menggunakan 
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan data dan informasi di lapangan, 
kemudian di analisa secara mendalam. 
Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data tentang praktik  
produk Mulia yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
Data yang didapatkan akan diolah dan disajikan secara deduktif dalam 
mekanisme produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru terhadap 
fatwa DSN-MUI No:77/DSNMUI/V/2010. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan untuk keterkaitan dengan bab satu dengan bab 
lainnya, adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Landasan Teori Berisi uraian tentang pembahasan tentang konsep 
dasar yaitu yang berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, 
macam-macam jual beli, mura>bah}ah, rah}n dan fatwa DSN MUI. 
 
27 Alsa Asmadi, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, Serta Kombinasinya Dalam 
Penelitian Psikolog, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 48.  
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Bab III Deskripsi Data Penelitian berisi profil Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru terkait sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk- 
produk. Selanjutnya tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam 
produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dimulai dari prosedur, 
administrasi, jenis emas, harga emas dan penetapannya, pola pembayaran, akad, 
ketentuan lain, hingga keunggulannya.  
Bab IV Analisis Data berisi uraian tentang analisa data penelitian 
dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan 
tinjauan umum mengenai keseuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 
dengan produk Mulia di Pegadaian Syariah. 
Bab V  Penutup, berisi kesimpulan yang menerangkan hasil penelitian 
yang dijabarkan pada bab sebelumnya. Terdapat juga saran yang berupa 
implementasi daripada kesimpulan.
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli menurut istilah fiqh disebut al-ba’i yang menurut 
etimologi berarti menjual atau mengganti.1 Kata al-ba’i dalam bahasa Arab 
digunakan untuk pengertian lawannya yaitu al-syira (beli). Dengan 
demikian kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli 
adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang 
tertentu (akad).2  
Sedangkan jual beli secara terminologi adalah: 
a. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan 
harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan), 
b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’, jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta sengan kepemilikan. 
c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah 
pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. 
 
 1 Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2010), hlm. 67. 
 2 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. Ke. 36, (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2003), hlm. 278. 
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d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta 
atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan.3 
e. Menurut Wahbah al-Zuhaily, jual beli ialah saling tukar dengan harta 
melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan 
dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.4  
Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami 
bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang dengan 
barang. Atau barang dengan uang yang pelaksanaanya disertai dengan 
kerelaan tanpa paksaan dan dengan sendirinya menimbulkan suatu 
perikatan yang berupa akibat hukum antara penjual dan pembeli sesuai 
dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. 
Hukum Islam telah mengatur jual beli secara lengkap dimulai dari   
persyaratan- persyaratan, rukun- rukun dan hal-hal lainnya yang ada 
kaitannya dengan jual beli, jika salah satu syarat-syarat dan rukunya tidak 
terpenuhi berarti tidak sesuai dengan hukum Islam. 
Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada 
pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat 
dinilai, yakni benda-benda yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut 
hukum Islam, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya 
 
 3 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid III, Cet. 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm.  126.  
 4 Wahbah Al- Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid V, Cet. Ke 8, (Damaskus: Dar 
Al-Fikr Al-Muashir, 2005), hlm. 3304-3305. 
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tetap (tidak dapat dipindahkan), dan tak ada menyerupainya (qi>mi>) dan 
yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak 
dilarang dalam hukum Islam.5 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana tolong- menolong sesama umat manusia 
mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunah Rasulullah 
SAW, yang berbicara mengenai jual beli, antara lain: 
a. Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah: 275, yaitu:  
...   
 
 اٰو َب  رلٱ َمَّرَحَو َعۡي َب
ۡ
لٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأَو ... 
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”. 6 
  
b. Al-Qur’an, Surah An-Nisa: 29, yaitu: 
 َر َت نَع اَةرَٰ  ت َنوُكَت نَأ أَّلَ إ  ل طَٰب
ۡ
لٱ ب مُكَن ۡ ي َب مُكَل َٰوَۡمأ  اأوُلُك
ۡ
َتَ َلَ  اوُنَماَء َني ذَّلٱ اَهُّ َي َٰأيَ 
 ۡمُكن  م ضا  
  ي  حَر ۡمُك ب َناَك ََّللَّٱ َّن إ 
 ۡمُكَسُفَنأ  اأوُل ُتۡق َت َلََو َما.  
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 7 
 
c. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi: 
  ب سَك لا ُّيَأ : َل
 ئُس َمَّلَسَو  ه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َّ  بَِّنلا َّنَأ{ ُه نَع ُ َّللَّا َي  ضَر ٍع فَار  ن ب َةَعَاف ر  نَع 
 َو ُراَّز َب لا ُهاَوَر }ٍرُو  بَُم ٍع ي َب ُّلَُكو ،  ه دَي ب  لُجَّرلا ُلَمَع : َلَاق ؟ ُبَي طَأ ُم كَا  لْا ُهَحَّحَص  
 
 
 5 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69. 
 6 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2002), hlm. 48.  
 7 Ibid., hlm. 84. 
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Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa 
yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua 
jual beli yang mabrur”.8 
 
d. Hadis dari Abu Sa’id Al Khudri: 
 َلَاق :ُلوُق َي َّي ر  ُد  لْا ٍدي عَس َبِأ ٍضَار َت  نَع ُع ي َب لا اَم َّن إ :َمَّلَسَو  ه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص  َّللَّا ُلوُسَر  
 
Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda “Se-
sungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.9  
 
3. Hukum Jual Beli 
Hukum jual beli telah sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur’an 
Surah Al-Baqarah: 275, yaitu:  
...   
 
 اٰو َب  رلٱ َمَّرَحَو َعۡي َب
ۡ
لٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأَو ... 
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.10  
Dari kandungan ayat diatas jual beli adalah halal, dan juga para 
ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh 
(mubah). 
Adapun dalil hadis Nabi Muhammad SAW bersabda “Se-
sungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” dan ketika ditanya 
tentang usaha apa yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab 
“Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. Jual beli yang 
mabrur  adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan 
 
 8 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram 
Jilid 2, Terj. Muhammad Isnan, Dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 308. 
 9 Ibid., hlm. 306.  
 10 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 84.  
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dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, menyembunyikan aib 
barang dari pembeli atau memberi tahu harga yang dusta.11    
4. Rukun Jual Beli 
Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi 
perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ija>b 
dan qabu>l yang menunjukan pertukaran barang secara rid}a baik dengan 
ucapan maupun perbuatan.12  
Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi agar akadnya 
dianggap sah dan mengikat. Jumhur ulama kemudian memutuskan bahwa 
dalam jual beli terdapat empat rukun, yakni:13 
a. Penjual dan Pembeli (orang yang berakad) 
b. S{i>ghat,  
c. Barang yang dibeli dan,  
d. Nilai tukar pengganti barang. 
5. Syarat Jual Beli 
Selain harus memenuhi rukun, suatu akad jual beli juga harus 
memenuhi syarat-syarat agar akad tersebut sah, syarat sah jual beli yaitu:14 
a. Penjual dan Pembeli (orang yang berakad). 
 
 11 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam), Cet. 
ke 3, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017). hlm. 27.   
 12 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 76. 
 13 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam..., hlm. 279. 
 14 Ibid., hlm. 279-283. 
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1) Ba>ligh (berumur 15 tahun keatas/ dewasa), anak kecil tidak sah 
dalam melakukan jual beli.   
2) Berakal, agar dia tidak terkecoh (orang gila atau bodoh tidak sah 
jual belinya) 
3) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa), keterangannya adalah 
dilakukan suka sama suka. 
4) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang mubazir itu ditangan 
walinya. 
b. Nilai tukar pengganti barang (uang) dan barang yang dibeli 
1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang 
untuk dibelikan. Seperti kulit binatang dan bangkai.  
2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya. 
3) Barang itu dapat diserahakan, tidak sah menjual suatu barang yang 
tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam 
laut, barang rampasan yang masih dalam tangan yang 
merampasnya, barang yang masih dijaminkan. Sebab semua itu 
mengandung tipu daya (kecohan). 
4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang 
diwakilinya, atau yang mengusahakan. 
5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli, zat, bentuk, 
kadar (ukuran), sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak 
terjadi kecoh-mengecoh.  
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c. S{i>ghat 
ija>b adalah perkataan penjual, “umpamanya saya menjual 
barang ini sekian”. Sedangkan qabu>l adalah ucapan pembeli, “saya 
terima (saya beli) dengan harga sekian”. Dengan pengucapan tersebut 
para ulama mewajibkan pengucapan itu untuk memenuhi beberapa 
syarat, yaitu: 
1) Keadaan ija>b dan qabu>l berhubungan, artinya salah satu dari 
keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 
berselang lama. 
2) Makna keduanya harus mufakat (sama) walaupun pengucapan 
keduanya berlainan. 
3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain. 
4) Tidak berwaktu, dan dilakukan satu majelis. 
6. Macam- Macam Jual Beli 
a. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum terbagi atas empat 
macam, yaitu: 
1) Jual beli salam, adalah jual beli melalui pesanan. Yakni jual beli 
dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 
barangnya diantar belakangan. 
2) Jual beli muqa>yad}ah (barter), adalah jual beli dengan cara menukar 
barang dengan barang.  
3) Jual beli mut}laq, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat pertukaran.  
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4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar,  
b. Jual beli berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 
1) Jual beli menguntungkan (al-mura>bah}ah) 
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya (at-tauliyah). 
3) Jual beli rugi (al-khasarah), 
4) Jual beli musawah.15 
7. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang 
a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, yaitu: 
1) Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh 
diperjualbelikan 
2) Jual beli yang belum jelas, seperti jual beli yang belum tampak  
3) Jual beli bersyarat 
4) Jual beli yang menimbulkan kemad}ara>tan,  
5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, 
6) Jual beli muhaqalah,  
7) Jual beli mukhadarah 
8) Jual beli musalamah  
9) Jual beli munabazah 
10) Jual beli muzabanah, 
 
 15 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah..., hlm. 101-102. 
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b. Mengenai jual beli ini memang sah secara hukum jual beli namun 
menimbulkan kemad}aratan, yang menjadi sebab timbul larangan, 
ialah:16 
1) Mengkhianati si penjual atau pembeli, 
2) Menyempitkan gerakan pasaran, 
3) Merusak ketentraman umum 
c. Diantaranya jual beli yang sah sedangkan hukumnya haram adalah: 
1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, 
sedangkan dia tidak menginginkan barang itu tetapi semata- mata 
supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. 
2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam 
masa khiyar. 
3) Mencegat orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli 
barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka 
belum mengetahui pasar. 
4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang 
lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.  
5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian menjadi alat 
maksiat oleh yang membelinya. 
 
 16 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam..., hlm. 284-286 
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6) Jual beli yang disertai tipuan, berarti dalam urusan jual beli itu ada 
tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual pada barang 
atau ukuran timbangannya. 17 
 
B. Mura>bah}ah 
1. Pengertian Mura>bah}ah 
Kata mura>bah}ah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu, yang 
berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah 
mura>bah}ah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati.18 
Mura>bah}ah didefinisikan oleh para ulama sebagai penjualan barang 
seharga biaya atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah keuntungan 
(mark-up) yang disepakati. Karakteristik dari mura>bah}ah adalah bahwa 
penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga produk dan 
menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) 
tersebut.19 
Dalam beberapa kitab fiqh, mura>bah}ah merupakan salah satu dari 
bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli 
lain, mura>bah}ah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga 
 
 17 Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat..., hlm.80- 85.  
 18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet. I, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 101. 
 19 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13. 
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barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan 
keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.20 
Mura>bah}ah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling 
umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. 
Mura>bah}ah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan 
penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi 
pembiayaan dengan akad mura>bah}ah saat ini berkontribusi paling besar dari 
total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini 
terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor 
perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu 
bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan mura>bah}ah 
yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan 
syariah untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pembiayaan konsumtif 
seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan 
konsumen lainnya.21 
2. Dasar Hukum Mura>bah}ah 
Dasar hukum mura>bah}ah tertuang dalam:  
a. Al-Qur’an, Surah An-Nisa: 29, yaitu: 
 َني ذَّلٱ اَهُّ َي َٰأيَنَع اَةرَٰ  ت َنوُكَت نَأ أَّلَ إ  ل طَٰب
ۡ
لٱ ب مُكَن ۡ ي َب مُكَل َٰوَۡمأ  اأوُلُك
ۡ
َتَ َلَ  اوُنَماَء    
  ي  حَر ۡمُك ب َناَك ََّللَّٱ َّن إ 
 ۡمُكَسُفَنأ  اأوُل ُتۡق َت َلََو 
 ۡمُكن  م ضَار َت َما  
  
 
 20 Ibid., hlm. 14. 
 21 Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, (Jakarta: 
Departeman Perbankan Syariah, 2016). hlm. 2. 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”. 22 
 
b. Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah: 282, yaitu: 
 
 
ُهوُب ُتۡكَٱف ى مَسُّم لَجَأ ٰأَل إ ٍنۡيَد ب مُتَنياَدَت اَذ إ  اأو ُنَماَء َني
 ذَّلٱ اَهُّ َي َٰأيَ 
  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya”.23  
 
c. Hadis dari Suaib ar-Rumi : 
 ،ٍلَجَأ َل إ ُع ي َب َلا :ُةََكَبُ لا َّن ه ي ف ٌثَلَث :َلَاق َمَّلَسَو  ه لآَو  ه يَلَع ُالله ىَّلَص َّ  بَِّنلا َّنَأ
  ع ي َب ل ل َلَ  ت ي َب ل ل   ير عَّشل  بِ   ُبُ لا ُط لَخَو ،ُةَضَراَقُم لاَو  
 
“Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal 
yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 
muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.24  
  
d. Hadis dari Abu Sa’id al-Khudri: 
  ُد  لْا ٍدي عَس َبِأ ُع ي َب لا اَم َّن إ :َمَّلَسَو  ه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص  َّللَّا ُلوُسَر َلَاق :ُلوُق َي َّي ر  
 ٍضَار َت  نَع 
 
Dari Abu Sa’id Al-Khudri berkata: Rosululloh bersabda “Se-
sungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.25  
 
 
 
 22 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 84. 
23 Ibid., hlm. 49. 
 24 A. Hasan, Bulughul Maraam, (Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991), hlm. 496 
 25 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram 
Jilid 2…, hlm. 306. 
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3. Syarat Mura>bah}ah  
Mura>bah}ah adalah jual beli halal dengan segala syarat yang 
menjadikan jual beli menjadi halal, dan menjadi haram karena adanya 
unsur-unsur yang menjadikan jual beli haram. Artinya syarat mura>bah}ah itu 
sama dengan syarat jual beli baik orang yang berakad sampai barang yang 
diperjual belikan, namun juga ditambah beberapa karakteristik dari 
mura>bah}ah. Dalam mura>bah}ah dibutuhkan beberapa syarat antara lain: 
a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian atau harga pokok). 
Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena 
hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua 
transaksi yang terkait dengan mura>bah}ah, seperti pelimpahan 
wewenang (tauliyah), kerja sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah), 
karena semua transaksi ini berasal dari harga pertama yang merupakan 
modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah.  
b. Mengetahui besarnya keuntungan (margin) 
Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia 
merupakan bagian dari harga (ts\aman), sedangkan mengetahui harga 
merupakan syarat sahnya jual beli. 
c. Modal berupa komoditas yang memiliki kesamaan sejenis seperti benda 
yang ditakar, ditimbang dan dihitung. 
Syarat ini diperlukan dalam mura>bah}ah, baik ketika jual beli 
dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. Serta baik 
keuntungan dari dari jenis harga pertama atau bukan, setelah jenis 
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keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya, 
misalkan dirham atau lainnya. Jika modal dan benda- benda yang tidak 
memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, 
tidak boleh diperjual belikan dengan cara mura>bah}ah oleh pihak yang 
tidak memiliki barang dagangan. Hal ini dikarenakan mura>bah}ah 
merupakan jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, 
dengan adanya tambahan keuntungan. 
d. Sistem mura>bah}ah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba 
terhadap harga pertama. 
Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan 
barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya 
dengan sistem mura>bah}ah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena 
mura>bah}ah adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga 
pertama, dengan adanya tambahan keuntungan, sedangkan tambahan 
terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan. 
e. Transaksi pertama harus sesuai dengan syara’ 
Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak diperbolehkan jual 
beli secara mura>bah}ah.26 
4. Ketentuan Mura>bah}ah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Mura>bah}ah menjelaskan ketentuan umum mura>bah}ah, yaitu: 
 
 26 Wiroso, Jual Beli Murabahah..., hlm. 17-18. 
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a. Ketentuan Umum Mura>bah}ah Dalam Bank Syariah: 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas 
riba. 
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli dengan keuntungannya. Dalam 
kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
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b. Ketentuan Mura>bah}ah Kepada Nasabah: 
1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 
atau aset kepada bank. 
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah. 
7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
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pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
c. Jaminan dalam mura>bah}ah 
1) Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
d. Utang Dalam Mura>bah}ah: 
1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah 
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, 
ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran. 
e. Penundaan Pembayaran Dalam Mura>bah}ah: 
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka pe-
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nyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
f. Bangkrut Dalam Mura>bah}ah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.27 
5. Jenis- Jenis Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: mura>bah}ah 
tanpa pesanan dan mura>bah}ah dengan pesanan. Untuk memberikan 
gambaran yang jelas tentang cakupan mura>bah}ah dapat dilihat dalam 
gambaran berikut: 
Gambar 1. Jenis Mura>bah}ah 
 
 
 27 Dewan Syariah Nasional, “Ketentuan Umum”, dikutip dari Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang mura>bah}ah  
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a. Mura>bah}ah Tanpa Pesanan 
Mura>bah}ah tanpa pesanan maksudnya ialah jual beli mura>bah}ah 
dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan 
barang dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan tidak terkait 
dengan jual beli mura>bah}ah sendiri. Ilustrasi transaksi mura>bah}ah tanpa 
pesanan dapat dijelaskan dengan gambaran yaitu: 
 
 
Gambar 2. Alur Mura>bah}ah Tanpa Pesanan 
Pada Prinsipnya, dalam transaksi mura>bah}ah pengadaan barang 
menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam 
mura>bah}ah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau 
persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa 
memperhatikan nasabah ada yang membeli atau tidak. Sehingga proses 
pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli mura>bah}ah 
dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah dapat 
dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 
1) Membeli barang kepada produsen (prinsip mura>bah}ah). 
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2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan 
secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam). 
3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang 
bisa dilakukan didepan, selama dalam proses pembuatan atau 
setelah penyerahan barang (prinsip istis}na). 
4) Merupakan barang persediaan mud}arabah atau musyarakah. 
Sedangkan proses transaksi jual beli mura>bah}ah, dilakukan oleh 
bank syariah dengan tahapan- tahapan sebagai berikut: 
a) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar 
keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang 
sudah ada di tangan bank syariah. Dalam negosiasi ini bank 
syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur 
perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan 
barangnya. 
b) Apabila kedua pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad 
untuk transaksi jual beli mura>bah}ah tersebut. 
c) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang 
diperjualbelikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli 
adalah barang). Dalam penyerahan barang ini hendaknya 
diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat 
pembeli atau penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya 
yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga 
perolehan barang. 
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d) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan 
pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai 
atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga 
jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan 
yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).28    
b. Mura>bah}ah Berdasarkan Pesanan 
Mura>bah}ah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana 
dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk 
melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) 
meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah 
oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli 
aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan 
tersebut. Kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah 
kepemilikan aset pindah ke nasabah. Janji pemesan didalam mura>bah}ah 
bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Alur mura>bah}ah 
berdasarkan pesanan dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 28 Wiroso, Jual Beli Murabahah..., hlm. 38-39. 
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Gambar 3. Alur Mura>bah}ah Berdasarkan Pesanan 
Dalam mura>bah}ah berdasarkan pesanan, bank syariah baru 
melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli 
mura>bah}ah setelah nasabah memesan untuk membeli, dengan tahapan 
berikut ini: 
1. Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada 
bank syariah dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan 
keuntungan, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran dan 
sebagainya. Dalam proses ini ada yang bersifat mengikat dan tidak 
mengikat. 
2. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syariah 
mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang) 
kepada pemasok. Bank syariah juga melakukan negosiasi terhadap 
harga barang, syarat penyerahan, syarat pembayaran dan 
sebagainya. Pengadaan barang yang dipesan nasabah merupakan 
tanggung jawab bank sebagai penjual. Pengadaan barang ini sama 
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dengan pengadaan barang pada murabahah tanpa pesanan yaitu 
dapat dilakukan dengan prinsip mura>bah}ah, prinsip istis}na dan 
prinsip salam. 
3. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank syariah dan pemasok, 
dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari 
pemasok ke bank syariah. Bank syariah sebagai penjual harus 
memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan 
barangnya. 
4. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah dilakukan 
proses akad jual beli mura>bah}ah. 
5. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu 
penyerahan dari bank syariah kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam 
penyerahan barang ini harus diperhatikan syarat penyerahan 
barangnya, misalnya penyerahan ke tempat pembeli atau sampai 
ditempat penjualnya saja, karena hal tersebut akan mempengaruhi 
harga perolehan barang. 
6. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan 
dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank syariah 
dengan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual yang 
meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati 
dan dikurangi uang muka (jika ada).29 
 
 29 Wiroso, Jual Beli Murabahah..., hlm. 42-43. 
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C. Rah}n  
1. Pengertian Raḥn 
Pengertian rah}n secara bahasa adalah al-hab (tertahan). Sedangkan 
secara istilah pengertian rah}n adalah menahan suatu benda secara hak yang 
memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/ 
barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syariah sebagai jaminan 
atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik 
keseluruhan atau sebagian.30 
pengertian rah}n yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua 
atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang 
sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 
syara’ sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya 
itu.31 
Para fuqaha sepakat mengenai karakter akad rah}n yaitu, menjadikan 
barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika 
hutang sulit untuk dibayarkan kepada debitur, maka barang tersebut dapat 
diambil oleh kreditur sebagai ganti senilai uang yang dihutang.32 
 
    
 
30 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 
147.  
31 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 
hlm. 172. 
32 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah..., hlm. 148. 
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2. Dasar Hukum Rah}n 
Dasar hukum rah}n tertuang dalam:  
a. Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 283 , yaitu:  
 
   دَؤ ُي ل َف ااض ع َب  مُكُض ع َب َن
 َمأ  ن َإف  ٌۖةَضوُب  قَم ٌناَه رَف ااب تاَك اوُد َت  َلََو ٍرَفَس ٰىَلَع  مُت   نُك  ن إَو
 َي  نَمَو  َةَداَهَّشلا اوُمُت  كَت َلََو  ُۗهَّبَر ََّللَّا  قَّت َي لَو ُهَت َناََمأ َن ُتُ ؤا ي
 ذَّلا ُ َّللَّاَو  ُۗهُب ل َق ٌ  ثِآ ُهَّن َإف اَه  مُت  ك
 ٌمي لَع َنوُلَم ع َت َا  بِ 
 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyem-
bunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”33 
 
b. Hadis dari Anas: 
 
 َل إ  ٍي
 دوُه َي  ن م ااماَعَط َىَتَ  شا َمَّلَسَو  ه يَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َّ  بَِّنلا َّنَأ ٍدي
 دَح  ن م ااع ر د ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ  
 
"Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang 
yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju 
besinya".34 
 
c. Hadis dari Abu Hurairah: 
 
 َناَك اَذ إ  ه تَقَف َن ب ُبَك ر ُي ُر  هَّظَلا ي
 ذَّلا ىَلَعَو انًوُه رَم َناَك اَذ إ 
 ه تَقَف َن ب ُبَر  شُي رَّدلا َُبََلَو انًوُه رَم
 ُةَقَفَّ نلا ُبَر  شَيو ُبَك ر َي. 
 
“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya 
(membayarnya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum 
 
33 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya…, hlm. 49. 
34 Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Cet. 3, Ed. 2, (Jakarta: PT Pustaka 
Rizki Putra, 2001), hlm.130 
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dengan nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib 
menafkahinya”.35 
 
3. Rukun Rah}n 
Dalam rah}n terdapat rukun yang harus dipenuhi agar akadnya 
dianggap sah dan mengikat. Menurut para fuqaha rukun gadai ada empat, 
yaitu: 
a. Aqidain (Orang yang berakad),  
b. Marh}un (barang yang digadaikan), 
c. Marh}un bih (hutang/tanggungan) 
d. S{i>ghat (ija>b dan qabu>l). 
4. Syarat Rah}n  
Selain harus memenuhi rukun, suatu akad rah}n juga harus memenuhi 
syarat-syarat agar akad tersebut sah, syaratnya yaitu:  
a. Aqid (Orang yang berakad) 
Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rah}in dan murtah}in 
cakap menurut hukum yang ditandai dengan: 
1) Ba>ligh (berumur 15 tahun keatas/ dewasa) 
2) Berakal, agar dia tidak terkecoh (orang gila atau bodoh tidak sah 
jual belinya) 
3) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa), keterangannya adalah 
dilakukan suka sama suka. 
 
 
35 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam- Syarah Bulughul 
Maram..., hlm. 434. 
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b. Marh}un 
Syarat terkait marh}un (barang yang digadaikan), yaitu: 
1) Barang yang digadaiakan adalah barang yang dapat 
diperjualbelikan (memiliki nilai ekonomis), 
2) Nilainya seimbang dengan hutang, 
3) Jelas dan dapat ditentukan, 
4) Milik debitur secara sah, 
5) Tidak terikat dengan orang lain, 
6) Merupakan harta yang utuh tidak bertebaran tempat, 
7) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. 
c. Marh}un Bih 
Syarat yang terdapat dalam marh}un bih (tanggungan/ hutang), 
adalah: 
1) Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditur 
2) Utang bisa dilunasi dengan agunan tersebut 
3) Utang jelas dapat ditentukan36 
d. S{i>ghat 
ija>b adalah perkataan rah}in, “umpamanya saya menggadaikan 
barang ini sekian”. Sedangkan qabu>l adalah ucapan murtah}in, “saya 
terima gadai anda berupa barang ini sekian”. Dengan pengucapan 
 
36 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 
22. 
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tersebut para ulama mewajibkan pengucapan itu untuk memenuhi 
beberapa syarat, yaitu: 
1) Keadaan ija>b dan qabu>l berhubungan, artinya salah satu dari 
keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 
berselang lama. 
2) Makna keduanya harus mufakat (sama) walaupun pengucapan ke-
duanya berlainan. 
3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain. 
4) Tidak berwaktu, dan dilakukan satu majelis.37 
 
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional  
1. Pengertian Fatwa 
Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian 
(peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan 
Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata (al-fataa/pemuda) dalam 
usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti’arah). Sedangkan 
pengertian fatwa menurut syariah adalah menerangkan hukum syariah 
dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si 
penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun 
kolektif.38 
 
37 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah..., hlm. 153. 
 38 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1997). hlm 5. 
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Fatwa berasal dari kata Wafataay yang berasal dari kata futya atau 
fatway. Futya dan fatwa adalah dua isim (kata benda) yang digunakan 
dengan makna al-iftaa’.39 Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta’ 
berasal dari kata afta, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif 
fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh 
ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.40 
Dapat didefinisikan juga bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad 
seorang muftiy sehubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi yang 
diajukan kepadanya. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh sungguh 
yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha 
mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam 
Al- Qur’an dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan matang.   
Sedangkan muftiy adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau 
menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat.41 
2. Dasar Hukum  
A. Al- Quran Surah An-Nahl Ayat 43, yaitu:  
 ُلَاَج ر َّلَ إ َك لۡب َق ن م اَن
ۡ
لَسَۡرأ أاَمَو  ۡسَف ۖۡم  هَۡيل إ أي
 حوُّن َ  رۡك  ذلٱ َلَۡهأ  اأوُل  َنوُمَلۡع َت َلَ ۡمُتنُك ن إ  
 
“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 
yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang 
yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.42 
 
 
 39 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Wali, 2013). hlm. 373-375. 
 40 Ibid., hlm. 374-375. 
 41 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 354 356.  
 42 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya...., hlm. 273  
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B. Hadis dari Ibnu Abbas r.a.: 
  
ةَداَبُع ُن ب ُد عَس َتَ  ف َت  س
 ا { :َلَاق اَمُه   نَع ُ َّللََّا َي  ضَر ٍساَّبَع  ن ب
 ا  نَعَو  َلوُسَر  َناَك ٍر  ذَن  فِ َ َّللََّا 
 ُهَي  ض ق َت  نَأ  ل ب َق  تَي  فُو ُت , ه  ُمأ ىَلَع?   ه  ض ق ا“ :َلاَق َفاَه   نَع{ 
  
“Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa 
kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku 
meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang 
belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan 
nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai). 43 
 
3. Pengertian Dewan Syariah Nasional  
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya 
reksadana syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan 
lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dipimpin oleh 
ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (ex-oficio).44 
Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di 
Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk 
mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut 
selalu terikat dengan aturan aturan syariah yang harus dipatuhi. Berlatar 
belakang masalah tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan MUI No.754/MUI/II/1999 Tentang 
Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI, DSN-MUI didirikan secara 
 
 43 Mu’amal Hamidy, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Jilid. 6, Terj. Nailul Authar, 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 597-598.  
 44 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek..., hlm. 32. 
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resmi sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi 
dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS.45 
Dewan Syariah Nasioanl adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Selain itu Badan 
Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan 
yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN. Sedangkan Dewan Pengawas 
Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas 
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.46 
4. Tugas Dewan Syariah Nasional  
Sejak berdirinya, DSN-MUI telah melakukan berbagai program 
kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang. Program tersebut sebagai 
berikut: 
a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 
b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.47 
 
 
45 Ibid., hlm. 32-33.   
 46 M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional 
MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 4. 
 47 Ibid., hlm. 5. 
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5. Wewenang Dewan Syariah Nasional 
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 
hukum pihak terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau 
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti 
(kementerian keuangan) dan Bank Indonesia. 
c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama 
yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu 
Lembaga Keuangan Syariah. 
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional. 
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.48 
6. Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
pada hari kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H atau tanggal 03 Juni 2010 
 
 48 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Cet II, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2009), hlm. 47-48. 
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M telah menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dengan 
pertimbangan : 
1. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali 
dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran 
(taqsith) maupun secara tangguh (ta’jil); 
2. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai 
tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam 
antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak 
membolehkan; 
3. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin 1 dan 2, DSN-MUI perlu 
menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai 
untuk dijadikan pedoman.49 
Fatwa tersebut mengandung konsep-konsep ajaran universal Islam 
yang diadaptasikan dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang tumbuh dalam 
masyarakat Indonesia. keputusan-keputusan hukum dalam Islam harus 
selalu mempertimbangkan kebutuhan- kebutuhan dan konteks lokal 
masyarakatnya.50 
Logam mulia, yang dianggap masyarakat benda berharga dan 
sebagai alat investasi juga terpengaruh dalam sistem jual beli angsuran. 
 
49 Dewan Syariah Nasional, “Menimbang”, dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 
50 Mahathir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia”, 
Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017. hlm. 15. 
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Diluar daripada itu, emas termasuk dalam barang ribawi yang harus dijual 
secara tunai. 
Berdasarkan pertimbangan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini terdapat pendapat para 
ulama yang harus diperhatikan. Terdapat ulama yang membolehkan dan 
terdapat juga ulama lain tidak membolehkannya. Semua ulama mempunyai 
alasan yang menguatkan pendapatnya. Akhirnya, dari peristiwa ini 
dibutuhkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman dan juga untuk kejelasan 
mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.51  
Berdasarkan pertimbangan, mengingat dan memperhatikan maka 
DSN-MUI mengeluarkan Fatwa NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual 
Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menetapkan fatwa bahwa jual beli emas 
secara tidak tunai dengan hukum,bahwa jual beli emas secara tidak tunai, 
baik melalui jual beli biasa atau jual beli mura>bah}ah, hukumnya boleh 
(mubah ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
Berdasarkan keputusan Fatwa NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang 
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terdapat batasan dan ketentuan 
diantaranya yaitu:  
1. Harga jual (ts\aman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu 
perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah waktu jatuh 
tempo. 
 
51 Dewan Syariah Nasional, “Memperhatikan”, dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 
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2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan 
jaminan (raḥn).  
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 
tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang 
menyebabkan perpindahan kepemilikan.52
 
52 Dewan Syariah Nasional, “Memutuskan”, dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
1. Lokasi 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru berada di Ruko Dawung 
Tengah Blok C-D, Jl. Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, Kecamatan 
Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57155. Dengan nomer telepon 
(0271) 2933606.  
Meskipun namanya Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru tetapi 
Pegadaian Syariah ini berada di daerah yang masih termasuk dalam Kota 
Surakarta, nama tersebut dipakai sebagai hak paten oleh Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. Pegadaian Syariah Cabang ini berada di batas kota Solo 
Baru, dimana kota Solo Baru merupakan kawasan yang dimekarkan dari 
kota Surakarta. selain sebagai salah satu kota satelit dari kota Surakarta, 
kota Solo Baru juga merupakan kawasan pemukiman bagi para pekerja atau 
pelaku kegiatan ekonomi di kawasan kota Surakarta.1  
Kota Solo Baru juga merupakan kawasan permukiman elit, 
meskipun termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo tetapi secara 
ekonomi dan politis Solo Baru lebih dekat ke Kota Surakarta, karena letak 
wilayah kotanya yang langsung berbatasan dengan Kota Surakarta,2 
 
1 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
 2 Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, “Kota Surakarta”, dikutip dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta#Kota_satelit, diakses 17 April 2019 
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2. Sejarah  
Pada zaman Pemerintah Belanda, melalui Staatsblad Tahun 1901 
No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur tentang pegadaian sebagai 
monopoli, praktik gadai dijalankan oleh pihak swasta dan diteruskan oleh 
Gubernur Jenderal Hinda- Belanda. Pada di Sukabumi, Jawa Barat 
didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia- Belanda) pada tanggal 1 April 
1901. Setelah itu, instansi tersebut berubah menjadi Dinas Pegadaian 
sebagai perusahaan negara melalui Staatsblad 1930 No. 266.3 
Pegadaian sudah acapkali mengalami perubahan status dalam 
bentuk badan hukum. Pada permulaannya adalah Perusahaan Jawatan 
(1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan 
kembali ke Perjan di tahun 1969.4 
Sampai pada waktunya tahun 1990 lahirlah Peraturan Pemerintah 
Nomor. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan 
Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, 
pasal 3 ayat 1 (a) menyebutkan Perum Pegadaian adalah badan usaha 
tunggal yang diberi wewenang untuk melakukan praktek menyalurkan 
uang pinjaman atas dasar hukum gadai.5 
 
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 
388. 
4 Ibid., hlm. 384. 
 5 Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis, 
Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 275. 
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Seiring bersama dengan bertambahnya produk-produk syariah yang 
ada di dalam Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia,  tidak 
terkecuali Pegadaian yang ikut berdampak mengalaminya. Hingga tahun 
2003, Pegadaian mulai menggunakan sistem gadai syariah melalui PP No. 
103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. 
Selanjutnya pada tahun 2002, dibentuk Unit Layanan Gadai Syariah 
yang tak lain ialah lembaga yang berlandaskan hukum syariah. 
Pembentukan Unit Layanan Gadai Syariah diprakarsai oleh Bank 
Muamalat Indonesia yang tak lain ialah pelopor bank yang berprinsip 
hukum syariah di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Perum 
Pegadaian.6 
Setelah itu, pada tahun 2003 tepatnya dibulan januari dibentuk Unit 
Layanan Gadai Syariah Pegadaian Syariah yang bernama Unit Layanan 
Gadai Cabang Dewi Sartika. Setelah itu, pada tahun 2003 di bulan 
september dibentuk juga di lima kota besar seperti kota Surabaya, 
Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pada penghujung tahun 
2003, terdapat 4 kantor di Aceh yang berubah namanya atau yang biasa 
disebut Pegadaian Syariah.7 
 
 6 Irayana Harpen, “Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada 
Pegadaian Syariah”, Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No.1, Januari- Juni, 2014, 
hlm. 40. 
 7 Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan 
Praktis..., hlm. 276. 
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Dalam sejarah Pegadaian Syariah tersebut telah membuktikan 
bahwa kota Surakarta termasuk kedalam salah satu jajaran kota yang 
pertama kali mendirikan pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru didirikan dengan tujuan untuk membantu rakyat 
menengah kebawah, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat dan 
menghilangkan rentenir dan memfasilitasi masyarakat Surakarta lewat 
pembiayaan berbasis syariah. 
Animo masyarakat Surakarta dan Solo Raya terhadap Pegadaian 
Syariah sangat baik hal tersebut dibuktikan dengan dibukanya unit- unit 
baru di wilayah Surakarta, yaitu pada tahun 2012 CPS Solo Baru membuka 
Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang terletak di Kerten. Sampai saat ini, 
CPS Solo Baru membawahi 5 kantor UPS di wilayah Solo Raya, yaitu UPS 
Pasar Kliwon, UPS depan UNS, UPS Ngabean Kartasura, UPS Pasar 
Jongke Karanganyar, dan UPS Kerten.8 
3. Visi Dan Misi  
PT. Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara yang 
secara herarkis dan struktural sama dengan Pegadaian Konvensional, baik 
teknis kepegawaian, pembinaan, pengawasan dan lain-lain. Visi pegadaian 
syariah adalah menjadi solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang 
menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 
terbaik untuk masyarakat. Dengan misi sebagai berikut: 
 
8 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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a. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah ke bawah dengan melaksanakan usaha lain dalam 
rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
b. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
c. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian 
Syariah dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 
menjadi pilihan utama masyarakat.9  
4. Struktur Organisasi  
Dalam kantor Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru terdapat 
struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:   
 
        
 
 
 
 
Gambar 4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
 
9 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00 
Pimpinan cabang 
Manajer Operasional 
 
Fungsional 1 Fungsional 2 
Penaksir Kasir Pemegang Gudang 
 
Administrasi 
 
Security 
Dewan Pengawas 
Syariah 
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Nama anggota yang menjabat di Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru terdiri dari: 
a. Pemimpin Cabang (sekaligus Manajer Operasional), Purwiyono, S.E. 
b. Dewan Pengawas Syariah, Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A.  
c. Penaksir (sekaligus Wakil Pemimpin Cabang), Bambang Priyanto, S.E 
d. Pemegang gudang, Puri Suprihatin, S.E.  
e. Kasir, Yordania Ayu Sianita.   
f. Administrasi, Indah Purworini, Muhammad Dwi Basuki. 
g. Security: Ambar Joko, Heri, Rudi, Setiono.10 
5. Produk- Produk  
Adapun untuk layanan jasa dan produk yang ditawarkan oleh 
pegadaian syariah adalah sebagai berikut: 
a. Raḥn (Gadai Syariah) 
Pembiayaan raḥn (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah 
solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat 
hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. 
Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. 
b. Arrum BPKB 
Pembiayaan ARRUM (Raḥn Untuk Usaha Mikro) pada 
Pegadaian Syariah yang ditujukan untuk memudahkan para pengusaha 
kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. 
 
10 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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Kendaraan, tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk 
mendukung usaha sehari-hari. Dan untuk memaksimalkan daya guna 
kendaraan nasabah. 
c. Arrum Haji 
Pembiayaan ARRUM Haji pada Pegadaian Syariah adalah 
layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan 
pembiayaan haji. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA, BPIH, 
SPPH & buku tabungan haji uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk 
tabungan haji. 
d. Konsinyasi Emas 
Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di 
Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih 
aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan 
emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas 
yang dimiliki lebih produktif. 
e. Tabungan Emas 
Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 
dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini 
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 
f. Mulia (Mura>bah}ah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) 
Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 
masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka 
waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi 
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yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti 
menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, 
memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. 
g. Amanah 
Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan 
berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, 
untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 
h. Multi  Pembayaran Online 
Multi Pembayaran Online (MPO) adalah layanan pembayaran 
beragam tagihan seperti listrik, telepon dan pulsa ponsel, air minum, 
pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan 
ini adalah layanan pembayaran online yang efisien dan cepat yang 
memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa 
harus memiliki rekening di Bank.11 
 
B. Praktik Jual Beli Emas Dalam Produk Mulia Di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. 
1. Prosedur Jual Beli Emas Dalam Produk Mulia  
Mulia atau Mura>bah}ah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi adalah 
layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau 
angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia 
 
 11 Website Resmi Pegadaian Syariah, “Produk Pegadaian Syariah”, Dikutip dari 
Pegadaiansyariah.co.id/product diakses 30 April 2019.  
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dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan 
kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan 
biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.12 
Saat ini emas merupakan salah satu alat investasi masyarakat, 
dimana fluktuasi harga emas yang cukup menjanjikan sebagai alat 
investasi. Perlu diketahui bahwa memiliki emas saat ini ialah untuk 
investasi jangka panjang dan menjaga nilai uang (dalam bentuk emas) agar 
tidak rentan terhadap inflasi.13       
Prosedur pembelian emas secara tidak tunai oleh nasabah dalam 
produk Mulia di Pegadaian Syariah:  
a. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas 
logam mulia,  
b. Nasabah mengambil antrian, 
c. Nasabah mengisi formulir produk Mulia,  
d. Nasabah menyerahkan formulir produk Mulia, fotocopy KTP, 
e. Nasabah menentukan jenis logam mulia, jangka waktu pembayaran 
angsuran, dan uang muka. 
f. Nasabah menandatangani formulir akad produk Mulia. 
g. Nasabah menerima bukti pembayaran dan angsuran. 
 
 12 Website Resmi Pegadaian Syariah, “Produk Mulia”, Dikutip dari  https://-
pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417 diakses 22 Juli 2019. 
13 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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h. Nasabah membayar angsuran setiap bulan sampai berakhir masa 
angsuran dan pada hari berakhir angsuran tersebut emas bisa diterima 
oleh nasabah.  
Penjualan emas secara tidak tunai dalam produk Mulia memiliki 
tiga cara yaitu melalui perseorangan (umum), kolektif dan arisan, yaitu:  
a. Jika melalui perseorangan (umum), nasabah datang sendiri ke 
pegadaian syariah dan mengajukan pembelian emas produk mulia, 
menentukan jenis logam mulia, jangka waktu pembayaran angsuran, 
uang muka, dan membayar biaya administrasi secara mandiri dan akan 
mendapatkan emas setelah lunas. 
b. Jika melalui kolektif, nasabah datang bersama anggota kolektifnya 
mendatangi pegadaian syariah dengan mengajukan pembelian emas 
produk mulia, sesuai kesepakatan dengan anggota kolektifnya 
menentukan jenis logam mulia, jangka waktu pembayaran angsuran, 
uang muka, dan membayar biaya administrasi secara mandiri per 
anggota dan akan mendapatkan emas setelah lunas. 
c. Jika melalui arisan, para nasabah sudah membentuk kelompok arisan 
terlebih dahulu sebelumnya dengan tanpa campur tangan dari 
Pegadaian Syariah dan mendatangi pegadaian syariah dengan 
mengajukan pembelian emas produk mulia, sesuai kesepakatan dengan 
anggota arisan dan menentukan jenis logam mulia, jangka waktu 
pembayaran angsuran, uang muka, dan membayar biaya administrasi 
per anggota dan akan mendapatkan emas setiap bulan satu keping emas 
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bagi pemenang arisan. karena nasabah terdiri dari beberapa orang atau 
merupakan kelompok arisan maka untuk bertransaksi di Pegadaian 
Syariah tidak perlu semuanya hadir, akan tetapi cukup diwakilkan oleh 
ketua kelompok yang bertanggung jawab sampai akhir akad.14 
2. Administrasi Dalam Produk Mulia  
Dalam produk Mulia terdapat beberapa persyaratan administrasi 
dalam pembelian emas diantaranya yaitu: 
a. Jika ingin membeli secara tidak tunai, pembeli bisa memilih pola cicilan 
angsuran dengan disertai fotocopy KTP, uang muka (DP) sesuai 
daripada kepingan emas yang telah dipilih beserta biaya administrasi 
sebesar Rp. 50.000;. 
b. Jika ingin membeli secara tunai, pembeli bisa langsung mengunjungi 
Outlet Pegadaian (Galeri 24), bisa langsung memilih kepingan emasnya 
sesuai kebutuhan pembeli.15 
3. Jenis Emas Dalam Produk Mulia  
Dalam produk Mulia terdapat dua pilihan jenis emas dalam 
penjualan emasnya, nasabah bebas memilih mana jenis emas yang ingin 
dibelinya. Kedua jenis emas dalam produk Mulia yaitu: 
a. Logam Mulia Cap Antam, emas bermerek Logam Mulia yang 
diproduksi oleh PT. Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 
 
14 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
15 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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persen. Sebagai tanda keaslian, disertakan sertifikat emas yang dibubuhi 
nomor seri, sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan. 
tersedia dalam ukuran gram hingga kilogram.16 
b. Logam Mulia Pegadaian, istilah emas Pegadaian merupakan emas yang 
dibeli oleh PT. Pegadaian dari PT. Aneka Tambang (Antam) dengan 
kadar emas, sertifikat emas, dan ukuran yang sama dengan emas 
Antam.17  
Terdapat pilihan berat logam mulia dalam produk Mulia, 
diantaranya yang berbentuk kepingan 5 gr sampai dengan 1 kilogram emas 
bisa menjadi pilihan dalam produk Mulia. 
4. Harga Emas Dan Penetapannya Dalam Produk Mulia  
Harga emas Antam dan Pegadaian memang selalu berubah-ubah 
setiap hari, minggu atau bulan dan juga terdapat perbedaan dari sisi 
harganya. Perbedaan harga itu ada alasannya, yaitu Pegadaian mengambil/ 
memasok emas dari Antam dalam jumlah banyak atau istilahnya kulakan. 
Oleh karena itu terdapat margin yang ditambahkan sebagai keuntungan 
Pegadaian. Meski begitu, emas Pegadaian tetaplah diminati. Adapun 
sederet keuntungan membeli emas Pegadaian daripada emas Antam, di 
antaranya: 
a. Bisa membeli secara tidak tunai, 
 
16 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, “Jenis Emas Dipasaran”, Dikutip 
dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Emas diakses 22 Juli 2019. 
17 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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b. Antrian lebih pendek daripada di PT. Aneka Tambang, bahkan tanpa 
antrian. 
c. Bisa melakukan pembelian di Pegadaian syariah.  
d. Sertifikat emas Pegadaian sama dengan Antam18 
Gambar 5. Grafik Harga Emas Di Indonesia 1 Tahun19 
Berikut ini adalah harga emas Antam dan Pegadaian dalam bentuk 
tabel harga, yaitu:  
Harga Emas 23 September 2019 (Rp) 
 
Ukuran 
PT. Aneka Tambang PT. Pegadaian 
Per Batangan  Per Gram Per Batangan Per Gram 
1 gr 762.000  762.000  793.000 793.000 
 
18 Vadhia Lidyana, “Beli Emas di Pegadaian Lebih Murah dari Antam, Kok Bisa?”, Dikutip 
dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4648042/beli-emas-di-pegadaian-leb-
ih-murah-dari-antam-kok-bisa, diakses 18 september 2019. 
19 Harga Emas Hari Ini, “Trend: Harga Emas Indonesia, 1 Tahun”, dikutip https://harga-
emas.org/grafik/, diakses 28 september 2019. 
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5 gr 3.630.000  726.000  3.779.000 755.800 
10 gr 7.195.000  719.500 7.478.000 747.800 
25 gr 17.880.000 715.200 18.593.000 743.720 
50 gr 35.685.000 713.700 37.065.000 741.300 
100 gr 71.300.000 713.000 73.751.000 737.510 
250 gr 178.000.000  712.000 181.266.000 725.064 
1000 gr 711.600.000  711.600 712.756.000 712.756 
Tabel 1. Harga Emas, 23 September, 2019.20 
Harga emas ditetapkan pada hari akad dilakukan antara nasabah 
dengan Pegadaian Syariah, harga emas pada saat itu sampai hari 
berakhirnya angsuran dalam akad mura>bah}ah tidak akan berubah. 
Meskipun dalam masa angsuran harga emas berubah, total angsurannya 
tetap sama dengan total angsuran pertama kali pada akad produk Mulia 
yang telah disepakati oleh nasabah dan Pegadaian Syariah. 
Karena pada saat nasabah telah mencapai kesepakatan dalam akad 
mura>bah}ah dengan pihak Pegadaian Syariah, pihak Pegadaian Syariah akan 
menjadi pemesan emas (sesuai akad) pada hari itu juga kepada Aneka 
Tambang selaku pemasok emas batangan pilihan nasabah, sehingga 
membuat nilai emas terjaga karena emas tersebut sudah beratasnamakan 
Pegadaian Syariah. Setelah pembeli menyelesaikan angsurannya baru emas 
tersebut akan berpindah kepemilikan dari Pegadaian Syariah kepada 
nasabah.21  
 
20 Harga Emas Hari Ini, “Harga Emas Antam Hari Ini”, dikutip dari https://harga-emas.org, 
diakses 23 september 2019.  
21 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
68 
 
Ilustrasinya dalam produk Mulia, Jika seseorang ingin membeli 
emas menggunakan produk Mulia pada tanggal 23 September 2019, dan 
telah menentukan jenis logam mulia yaitu emas antam seberat 5 gram, 
jangka waktu pembayaran angsuran adalah 3 bulan, uang muka sebesar 
20%, dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000;. pola 
pembayarannya ialah pada tanggal tersebut harga emas ialah Rp. 
3.630.000; dan Pegadaian Syariah telah menetapkan margin keuntungan 
sebesar 3,5% untuk jangka waktu 3 bulan yang menjadi harga jualnya (Rp. 
3.630.000 x 3,5% + Rp. 3.630.000) = Rp. 3.757.050; pembeli harus 
membayar uang muka minimal sebesar 20% yaitu (Rp. 3.757.050 x 20%) 
= Rp. 751.410; maka angsuran perbulannya adalah (Rp. 3.757.050 – Rp. 
751.410 : 3) = Rp. 1.001.880. 
5. Pola Pembayaran Produk Mulia 
Ada tiga cara dalam mendapatkan emas yang diinginkan, yaitu 
dengan cara perseorangan atau umum, secara kolektif dan arisan. Setiap 
pemilihan dengan cara tersebut sama- sama dapat memilih logam mulia 
dengan cap Antam atau Pegadaian, dan tentunya terdapat beberapa syarat 
yang berbeda- beda pula diantaranya:  
 Umum Kolektif Arisan 
Logam Mulia Logam MULIA 
cap Antam atau 
Pegadaian 
 
Setiap anggota 
bebas memilih 
logam mulia cap 
Antam atau 
Pegadaian 
Logam MULIA 
cap Antam atau 
Pegadaian 
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Jangka 
Waktu 
3/6/12/18/24/36 
bulan 
 
Setiap anggota 
bebas memilih 
3/6/12/18/24/36 
bulan, min. 6 
orang 
Sesuai dengan 
jumlah anggota 
minimal 6, 
maks. 36 orang 
orang 
Uang Muka 
Minimal 
20% 10% 10% dan 15% 
Pengambilan 
LM 
 
Setelah lunas 
 
Setelah lunas 
masing-masing 
anggota  
 
Satu keping per 
bulan, untuk 
UM 10% 
dimulai setelah 
angsuran ke-2, 
untuk UM 15% 
dimulai setelah 
angsuran ke-1 
Akad 
Pembiayaan 
Satu akad Satu akad masing-
masing anggota 
Satu akad 
Biaya 
Administrasi 
Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- per 
anggota 
Rp. 50.000,- 
Tabel 2. Pola Pembayaran Produk Mulia.22 
Penentuan presentase margin ditentukan oleh pegadaian syariah 
pada saat nasabah melakukan akad dalam produk Mulia adalah margin 
tetap, secara sistematis presentasenya berdasarkan waktu pembiayaan 
yaitu: 
a. 3,5% dari harga emas dalam masa waktu ≤ 3 bulan   
b. 6% dari harga emas dalam masa waktu 6 bulan   
 
22 Website Resmi Pegadaian Syariah, “Produk Mulia”, Dikutip dari  https://-
pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417 diakses 22 Juli 2019. 
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c. 12% dari harga emas dalam masa waktu 12 bulan. 
d. 18% dari harga emas dalam masa waktu 18 bulan. 
e. 12% dari harga emas dalam masa waktu 12 bulan. 
f. 24% dari harga emas dalam masa waktu 24 bulan. 
g. 36% dari harga emas dalam masa waktu 36 bulan.23 
6. Akad Dalam Produk Mulia 
Karena harus berlandaskan hukum syariah yang berakibat hukum 
terdapat tanggung jawab di akhirat dan di dunia terkait akad yang 
digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Segala hal termasuk dari  
barang, para pihak, tak terkecuali berbagai syarat dan rukunnya, harus 
sesuai dengan syariah. Apabila telah tercapai semua keinginan baik 
kepuasan dan ketentraman kedua belah pihak yang berakad dalam rangka 
beribadah kepada Allah SWT. 
Produk- produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dapat 
dikategorikan sebagai pembiayaan yang mana akad yang paling banyak 
digunakan adalah raḥn (gadai). Akad yang digunakan oleh produk Mulia 
adalah akad mura>bah}ah dan akad raḥn (gadai). Kedua akad tersebut 
bukanlah dua akad yang menjadi satu melainkan berbeda tergantung dari 
pembayarannya secara tunai atau tidak tunai. 
Jika melakukan pembelian emas secara kontan atau tunai maka 
menggunakan akad mura>bah}ah saja, berarti pihak Pegadaian Syariah akan 
 
23 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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meyebutkan harga pokok dari emas, ditambah keuntungannya beserta 
biaya administrasinya kepada pembeli. 
Jika melakukan pembelian emas secara tidak tunai maka akad yang 
digunakan ialah akad mura>bah}ah selanjutnya digunakan akad penjaminan 
atau raḥn. akad tersebut digunakan karena pembayaran dilakukan secara 
angsuran. Artinya setelah pembeli menentukan jenis logam mulia, jangka 
waktu pembayaran angsuran, uang muka dan biaya administrasi, pihak 
Pegadaian Syariah akan meyebutkan harga pokok dari emas, ditambah 
keuntungannya beserta biaya administrasinya kepada pembeli atau 
dilakukannya akad mura>bah}ah. Selanjutnya emas yang sah menjadi milik 
pembeli tersebut ditangguhkan melalui akad raḥn sebagai pertanggungan 
atas hutangnya pembeli yang membeli emas secara tidak tunai di Pegadaian 
Syariah. Emas tersebut akan dipegang pihak Pegadaian Syariah dan akan 
diserahkan pembeli setelah menyelesaikan angsuran atau 
pembayarannya.24 
Pembelian emas secara tidak tunai dalam produk Mulia rukun 
akadnya ialah.  
a. Penjual, dalam akad mura>bah}ah sekaligus menjadi murtah}in. 
Pegadaian Syariah bertindak selaku pemberi pembiayaan yaitu emas 
dari PT. Antam, setelah dipesan Pegadaian Syariah akan melakukan 
akad dengan pembeli termasuk kesepakatan perhitungan margin sesuai 
 
24 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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jangka waktu dan Pegadaian Syariah berhak meminta pertanggungan 
atas hutangnya pembeli yang membeli emas secara tidak tunai. 
b. Pembeli, dalam akad mura>bah}ah sekaligus menjadi rah}in. Nasabah 
sebagai pembeli yang membeli emas secara tidak tunai, berkewajiban 
membayar angsuran terhadap hutangnya di Pegadaian Syariah. 
Pembeli harus menunggu akad berakhir agar bisa mendapat emas 
miliknya.  
c. Barang, yang dalam hal ini adalah Emas batangan sebagai obyek akad 
mura>bah}ah dan juga menjadi marh}un (barang jaminan). Melalui 
perjanjian akad mura>bah}ah yang dilaksanakan dengan tidak tunai pada 
saat ditandatangani akad, pembeli akan menjadi pemilik emasnya 
apabila telah melunasi angsurannya terhadap Pegadaian Syariah.   
d. Pembayaran harga dari barang agunan yang diperjualbelikan dicicil 
oleh pembeli melalui angsuran sesuai waktu beserta ketentuan lain 
yang terdapat diperjanjian akad.25  
8. Ketentuan Lain Dalam Produk Mulia 
Setelah melakukan pembelian emas secara tidak tunai dalam produk 
Mulia terdapat kewajiban nasabah dalam perjanjian, yaitu nasabah harus 
melakukan pembayaran angsuran atas emasnya. Angsuran tersebut adalah 
kewajiban berupa nominal uang yang secara teratur pada saatnya wajib 
ditunaikan sesuai waktu sebelum jatuh tempo dalam upaya menyelesaikan 
 
25 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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akad dalam produk Mulia sesuai dengan perjanjian. Waktu penentuannya 
ialah saat hari kesepakatan akad produk Mulia misalnya 23 September 2019, 
maka batas waktu jatuh tempo ialah 23 Oktober 2019. Terdapat ketentuan 
lain yaitu: 
a. Keterlambatan Pembayaran Angsuran. 
Jika didalam masa pembayaran angsuran produk Mulia nasabah 
terlambat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan pada 
perjanjian. Maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 4% dari total 
angsuran perbulannya. Uang dari hasil denda digunakan untuk dana 
kebajikan (sosial) bukan termasuk pendapatan bagi Pegadaian Syariah. 
Tujuan diterapkan denda ini ialah sebagai teguran supaya nasabah lebih 
disiplin dalam membayar angsurannya. 
b. Ketidakmampuan untuk melanjutkan angsuran. 
Jika didalam masa pembayaran angsuran produk Mulia nasabah 
tidak bisa membayar angsuran yang sudah ditetapkan dalam perjanjian,  
jalan keluarnya ialah dilaksanakan perundingan antara nasabah dan 
Pegadaian Syariah, jika nasabah tetap tidak bisa melanjutkan, biasanya 
Pegadaian Syariah menganjurkan emas yang sudah dibeli oleh nasabah 
tersebut untuk dijual atau dilelang kepada pihak lain. Setelah ada pihak 
lain yang membelinya, hasilnya dikurangi dengan sisa cicilan. Jika 
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masih terdapat kelebihan, kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada 
nasabah.26 
7. Keunggulan Produk Mulia 
a. Proses mudah dengan layanan professional.  
b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.  
c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan 
dana mendesak.  
d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gr s.d. 1 kg.  
e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, 
koletif (kelompok), ataupun arisan.  
f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.  
g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d 36 bulan. 
 
26 Purwiyono, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 26 
September 2019, Jam 10.00 – 12.00. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Produk Mulia Di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara 
Tidak Tunai. 
Membeli barang secara tidak tunai adalah hal yang biasa terjadi di 
masyarakat Indonesia. Praktik tersebut dinilai sesuai dengan keadaan dan 
kondisi keuangan dalam masyarakat Indonesia yang termasuk dalam negara 
yang berkembang. Praktik tersebut dipilih sebagai alternatif memperoleh suatu 
benda yang diinginkan dengan cepat daripada harus menabung senilai barang 
yang ingin diperolehnya. 
Dengan maraknya produk- produk lembaga keuangan konvensional 
yang menawarkan kemudahan pembiayaan dimasyarakat, membuat persaingan 
antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, yang 
dimana lembaga keuangan syariah memerlukan sebuah inovasi dan 
pembaharuan dalam mekanismenya agar bisa bersaing dan bertingkat sama 
dengan lembaga keuangan konvensional. 
Akibat persaingan antar lembaga keuangan tersebut timbul per-
masalahan dalam ekonomi syariah dimana sebuah barang yang dijadikan objek 
jual beli secara tidak tunai ialah emas, yang termasuk kedalam barang yang 
berlaku riba yang dihukumi haram apabila diperjualbelikan secara tidak tunai. 
Melalui Fatwa NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas 
Secara Tidak Tunai, ditetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik 
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melalui jual beli biasa atau jual beli mura>bah}ah, hukumnya boleh (mubah ja’iz) 
selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
Majelis Ulama Indonesia dinilai tepat menerapkan beberapa dalil- dalil 
yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai tolak 
ukurnya dikarenakan pada masa modern ini uang atau alat tukar yang digunakan 
adalah uang kertas atau uang logam yang diterbitkan oleh instansi negara yang 
berwenang. Berbanding terbalik dengan emas yang dipergunakan sebagai alat 
tukar pada masa lalu. Hal tersebutlah yang mencetuskan perbedaan pendapat di 
lingkungan jumhur ulama yang mana ada ulama yang mengharamkan jual beli 
emas secara tidak tunai, terdapat juga ulama yang membolehkan jual beli emas 
secara tidak tunai beserta argumennya bahwa emas sudah tidak lagi 
dipergunakan sebagai alat tukar, lalu diperbolehkan untuk dijualbelikan baik 
dengan cara kontan, maupun secara tidak tunai. 
Lembaga keuangan syariah yang menawarkan jual beli emas secara 
tidak tunai adalah PT. Pegadaian Syariah, yang dimana perusahaan tersebut 
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berarti pemerintah juga ikut 
berperan dalam bidang keuangan terhadap rakyatnya. Pegadaian Syariah ini 
dibentuk atas dasar PP. No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, sebagai 
perusahaan penyedia jasa pembiayaan dengan berlandaskan prinsip syariah. 
Pegadaian Syariah menawarkan produk yang menjual emas secara tidak 
tunai, yaitu produk Mulia. Mulia singkatan dari Mura>bah}ah Logam Mulia untuk 
Investasi Abadi yaitu layanan penjualan emas batangan (kepingan) bersertifikat 
kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka 
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waktu yang fleksibel. Produk Mulia dibentuk tahun 2008 atas kerjasama antara 
PT. Aneka Tambang dengan PT. Pegadaian untuk melakukan penjualan emas. 
Dalam kerjasama tersebut PT. Aneka Tambang sebagai penyedia emas 
batangan sedangkan PT. Pegadaian sebagai penyedia jasa pembiayaan 
emasnya. 
Untuk Mendapatkan emas dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah 
terdapat tiga cara yaitu perseorangan, kolektif dan arisan. Dalam produk Mulia 
juga terdapat dua pilihan jenis emas dalam penjualan emasnya yaitu, emas cap 
Antam dan Pegadaian dengan kadar emas 99,99 persen, dan pembeli bebas 
memilih mana jenis emas yang ingin dibelinya dengan pilihan berat yang 
beragam mulai dari ukuran 5 gram hingga 1 kilogram, uang muka yang dapat 
disesuaikan, jangka waktu pembayaran angsuran yang fleksibel, ditambah biaya 
administrasi. 
Dengan akad mura>bah}ah, emas batangan tersebut dijual secara tunai 
maupun tidak tunai. Lebih spesifiknya lagi, akad yang dipergunakan dalam 
produk Mulia ialah mura>bah}ah berdasarkan pesanan. Berdasarkan akad tersebut 
dilakukan perhitungan margin, uang muka, jangka waktu dan biaya 
administrasi. Setelah itu digunakan akad rah}n sebagai jaminan pelunasan 
hutang mura>bah}ah dalam produk Mulia. 
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dipraktikan oleh Pegadaian 
Syariah melalui produk Mulianya tersebut, apabila ditinjau dari Fatwa NO.77 
tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang membolehkan 
penjualan emas secara tidak tunai, terdapat batasan dan ketentuannya, yaitu:  
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1. Harga jual (ts\aman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 
meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;  
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 
(rah}n);  
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak 
boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 
perpindahan kepemilikan. 
Batasan dan ketentuan dalam poin 1 yaitu, harga pokok atas barang  
(ts\aman) selama masa angsuran atau masa perjanjian tidak boleh berubah 
walaupun terdapat tambahan waktu setelah jatuh tempo. Dalam produk Mulia 
di Pegadaian Syariah, harga emas ditetapkan pada hari akad mura>bah}ah dan 
raḥn dilakukan antara nasabah dan Pegadaian Syariah, harga emas pada saat itu 
dan sampai hari berakhirnya angsuran dalam akad mura>bah}ah tidak akan 
berubah. Meskipun dalam masa angsuran harga emas berubah, total 
angsurannya tetap sama dengan total angsuran pertama kali pada akad produk 
Mulia yang telah disepakati oleh nasabah dan Pegadaian Syariah. 
 Dikarenakan pada saat nasabah telah mencapai kesepakatan dalam 
perjanjian mura>bah}ah dan raḥn dengan pihak penjual yaitu Pegadaian Syariah, 
pihak Pegadaian Syariah akan memesan emas (sesuai akad) dengan nasabah 
pada hari itu juga. Sehingga emas nasabah sudah berada di tangan Pegadaian 
Syariah pada hari akad dilaksanakan, dan membuat nilai emas terjaga karena 
sudah berada di pihak Pegadaian Syariah. 
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Produk Mulia ini menggunakan perhitungan pokok dan margin tetap 
(fixed rate), yaitu metode perhitungan yang angsurannya tetap hingga 
pembiayaan lunas atau jatuh tempo. Berarti nasabah dapat mengangsur secara 
tetap nilai angsurannya sampai jatuh tempo pembiayaan. Dengan adanya 
kesepakatan harga dan besarnya margin di awal akad, maka angsuran yang 
dibayar oleh nasabah setiap bulannya bersifat tetap hingga pelunasan sehingga 
menggugurkan perkara gharar dalam produk Mulia ini. 
Diluar perjanjian akad dalam produk Mulia, meskipun harga emas dunia 
relatif stabil yang membuat resiko kerugian menjadi kecil, hal tersebut bisa 
menguntungkan nasabah jika harga emas naik saat masa angsuran atau 
menguntungkan pegadaian syariah jika harga emasnya turun, dan tentu saja 
tetap bisa merugikan satu pihak, hal tersebut bisa berpotensi sebagai maisir 
(spekulasi atau untung-untungan) di kemudian hari. Potensi kerugian tersebut 
bisa diminimalisir oleh Pegadaian Syariah melalui penetapan harga tetap saat 
akad dan emas milik nasabah sudah ditangan pihak Pegadaian Syariah, namun 
potensi kerugian oleh nasabah sangat kecil karena harga emas selalu naik dan 
jarang sekali mengalami penurunan.  
Namun terdapat hal yang berpotensi merubah harga jual dalam produk 
Mulia yaitu, keterlambatan pembayaran, dimana jika nasabah terlambat 
membayar angsuran pada waktu yang ditentukan maka nasabah akan dikenakan 
denda sebesar 4% dari total l kali angsuran di bulan yang mengalami 
keterlambatan.  
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Contohnya, pada tanggal 23 september 2019 seseorang membeli emas 
melalui produk Mulia dan telah sepakat pada hari itu dengan total angsuran Rp. 
1.001.880; perbulannya. Namun pembeli melewatkan tanggal pembayaran 
angsurannya, maka pembeli dikenakan denda sebesar (Rp. 1.001.880 x 4%) = 
Rp. 40.075; artinya angsuran yang harus dibayarkan pembeli ditambahkan 
dengan denda (Rp. 1.001.880 + Rp. 40.075) = Rp. 1.041.955;. Pembayaran 
angsuran disertai denda tersebut tidak berlaku seterusnya sampai berakhir akad, 
tetapi hanya pada bulan keterlambatan saja. Selanjutnya pembayaran angsuran 
akan kembali pada angsuran awal. 
Hal terkait denda tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, 
karena utang dibayar lebih dari pokoknya oleh peminjam disebabkan 
ketidakmampuannya dalam membayar sehingga jatuh tempo dari waktu yang 
ditetapkan, akibat denda tersebut menyebabkan perubahan harga jual dalam 
produk Mulia. Hal tersebut berpotensi sebagai riba jahiliyyah. 
Tetapi uang dari hasil denda digunakan untuk dana kebajikan (sosial) 
bukan termasuk pendapatan bagi Pegadaian Syariah hal tersebut sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda-nunda pembayaran. Tujuan diterapkan denda ini ialah 
sebagai teguran supaya nasabah lebih disiplin dalam membayar angsurannya. 
Selanjutnya dalam batasan dan ketentuan dalam poin 2 yaitu: emas yang 
telah dibeli dengan angsuran bisa dijadikan barang agunan/ (raḥn). Dalam 
produk Mulia di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yaitu, akad 
mura>bah}ah dan akad raḥn (gadai). Kedua akad tersebut bukanlah dua akad yang 
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menjadi satu melainkan berbeda tergantung dari pembayarannya secara tunai 
atau tidak tunai. 
Dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah jika melakukan pembelian 
emas dengan kontan menggunakan akad mura>bah}ah saja, jika melakukan 
pembelian emas secara tidak tunai maka akad yang digunakan oleh produk 
Mulia adalah akad mura>bah}ah dan akad raḥn. akad tersebut digunakan karena 
pembayaran dilakukan secara angsuran. Selanjutnya emas yang sah menjadi 
milik pembeli tersebut ditangguhkan sebagai pertanggungan atas hutangnya 
pembeli yang membeli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah. Emas 
yang dijaminkan tersebut akan dipegang pihak Pegadaian Syariah dan akan 
diserahkan pembeli setelah menyelesaikan angsuran atau pembayarannya.  
Ditinjau dari syarat sahnya akad menurut hukum Islam, maka akad 
mura>bah}ah dan rah}n dalam produk Mulia tersebut telah memenuhi syarat dan 
rukun akad, yaitu para pihak mampu berbuat hukum dan mempunyai kekuasaan 
untuk itu, obyek akad sudah ada, jelas dan dapat diserahterimakan, harga jual 
beli dan pembayaran telah sesuai dengan ija>b qabu>l dan jual beli emas logam 
mulia dengan dua akad tersebut bukan tergolong kepada golongan (satu 
transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.    
Selanjutnya dalam batasan dan ketentuan poin 3 yaitu, emas sebagai 
barang agunan tidak bisa diperjualbelikan atau sebagai obyek akad lain yang 
membuat perubahan hak milik. Dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah, 
emas yang sudah dibeli menggunakan akad mura>bah}ah dengan akad raḥn tidak 
bisa diperjualbelikan atau digadaikan untuk memperoleh pinjaman baru, 
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dikarenakan nasabah harus mengangsur emas miliknya dan masih ditangguhkan 
karena belum menyelesaikan pembayarannya. 
Dalam produk Mulia di Pegadaian Syariah jika nasabah tidak bisa 
membayar angsuran, penyelesaiannya ialah dilaksanakan perundingan antara 
nasabah dan Pegadaian Syariah, jika nasabah tetap tidak bisa melanjutkan, 
biasanya Pegadaian Syariah menganjurkan emas yang sudah dibeli oleh 
nasabah tersebut untuk dijual atau dilelang kepada pihak lain. Setelah ada pihak 
lain yang membelinya, hasilnya dikurangi dengan sisa cicilan. Jika masih 
terdapat kelebihan, kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada nasabah. 
Hal tersebut memungkinkan perpindahan kepemilikan, tetapi atas dasar 
ketidakmampuan melanjutkan angsuran oleh nasabah untuk meminimalisir 
kerugian kedua belah pihak, barang agunan atau emas akan dijual atau dilelang 
oleh pihak Pegadaian Syariah berdasarkan kesepakatan dengan nasabah terlebih 
dahulu, bukan dijadikan objek akad lain pada saat masa angsuran secara sepihak 
oleh nasabah atau digadaikan untuk memperoleh pinjaman baru dengan jaminan 
emasnya. 
Melalui fatwa jual beli emas secara tidak tunai tersebut dan perusahaan 
penyedia jasanya yaitu Pegadaian Syariah melalui produk Mulianya, emas 
diperbolehkan dijual secara tidak tunai. Emas sebagai barang ribawi tak bisa 
dihilangkan dari perkara ini, emas yang  merupakan salah satu barang 
komoditas yang menjadi kebanggaan dari zaman dahulu hingga sekarang 
karena harganya yang selalu naik, bahkan hampir tidak pernah turun terutama 
pada emas yang berbentuk batangan, karena keistimewaan tersebut membuat 
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masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan emas sebagai media 
penyimpan nilai untuk kebutuhan yang akan datang.  
Emas sendiri merupakan barang yang ribawi yang sangat rawan 
menyebabkan riba jika digunakan dalam kegiatan transaksi secara tidak tunai. 
Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi keuangannya 
untuk membeli emas secara tunai, membuat masyarakat banyak yang 
melakukan jual beli emas secara tidak tunai.  
Walaupun di Indonesia emas dianggap sebagai barang yang tidak 
dipergunakan sebagai alat tukar resmi seperti uang yang diedarkan setiap hari, 
namun harga emas yang ada di indonesia selalu dipengaruhi oleh pangsa pasar 
emas dunia dan juga berpengaruh terhadap harga emas di indonesia, secara luas 
jual beli ini termasuk kedalam jual beli mata uang karena harga emas yang 
selalu berubah. Dan artinya emas masih dipakai sebagai predikat nilai mata 
uang yang ada di dunia ini. Pada masa sekarang, masyarakat zaman sekarang 
tidak lagi mempergunakan emas atau perak sebagai uang, tetapi 
mempergunakannya sebagai obyek barang (sil’ah). 
Ada beberapa keistimewaan dan ciri khas diperbolehkannya jual beli 
emas secara tidak tunai dalam Fatwa NO.77 tahun 2010 tentang jual beli emas 
secara tidak tunai menurut penulis, diantaranya ialah: 
1. Fatwa ini memilih pendapat ulama kontemporer yang sependapat disamping 
pendapat mayoritas para fuqaha dan empat imam madzhab Hanafi, Maliki, 
Syafi'i, dan Hambali yang melarang jual beli emas secara tidak tunai;    
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2. Fatwa ini berpegang teguh terhadap kebiasaan dalam masyarakat bahwa 
tidak menggunakan emas sebagai uang. 
3. Fatwa ini hanya berlaku di Indonesia saja.   
4. Fatwa ini masih terlalu dekat kepada yang dilarang daripada yang 
diperbolehkan karena emas dipakai sebagai alat investasi yang berubah 
ubah seperti halnya uang yang melekat pada emas itu sendiri meskipun tidak 
dipakai untuk investasi atau dipertukarkan seperti uang atau bahkan hanya 
disimpan saja.  
5. Fatwa ini menggunakan konteks analogi emas perhiasan (yang telah ada 
campur tangan pengrajin, proses pembuatan, nilai seni, dll) bukan emas 
kepingan atau batangan yang saat ini sedang populer dimasyarakat.   
6. Fatwa ini berbanding terbalik dengan fatwa syariah internasional AAOIFI 
yang melarang jual beli emas secara mura>bah}ah yang menyatakan dalam 
bab: Al Mura>bah}ah lil Amir Bisysyira’, No.2/2/6, yang berbunyi: “Jual beli 
Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau 
mata uang ”. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menjabarkan masalah, penjelasan dan analisis pada bab 
sebelumnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan hasil penelitiannya adalah:  
1. Praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam produk Mulia di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru adalah sebagai berikut: 
a. Terdapat tiga cara untuk memperoleh emas yaitu perseorangan, kolektif 
dan arisan.  
b. Pembeli diharuskan menentukan jenis emas, jangka waktu angsuran, 
dan membayar uang muka dengan biaya administrasi. 
c. Penentuan margin menggunakan margin tetap (fixed rate). 
d. Akad yang digunakan adalah akad mura>bah}ah sebagai akad pokok dan 
akad raḥn (penjaminan) sebagai tambahan. 
2. Jual beli emas secara tidak tunai dalam produk mulia di pegadaian syariah 
cabang solo baru telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.77 Tahun 2010 
dengan hasil analisa bahwa: 
a. Harga emas tidak berubah (tetap) selama jangka waktu angsuran.  
b. Emas dalam masa angsuran, akan ditangguhkan untuk memberikan 
jaminan pembayaran kembali kepada Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru melalui akad raḥn. 
c. Emas yang dijadikan jaminan tidak bisa diperjualbelikan atau di-
gadaikan untuk memperoleh pinjaman baru di Pegadaian Syariah 
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Cabang Solo Baru, sehingga tidak bisa menyebabkan perpindahan 
kepemilikan pada masa angsuran. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari pembahasan dan pemaparan sebelumnya, penulis 
memeberikan beberapa saran, antara lain yaitu: 
1. Bagi Masyarakat 
Saran bagi masyarakat, apabila membeli emas secara tidak tunai 
lewat Produk di Pegadaian Syariah hendaknya membayar angsuran secara 
tepat waktu agar tidak dikenakan denda dalam pembayaran angsurannya. 
jika memang belum mampu untuk membeli emas, penulis sarankan untuk 
menggunakan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah yang lebih 
menguntungkan.       
2. Bagi Pegadaian Syariah 
Saran bagi Pegadaian Syariah, melalui penelitian ini diharapkan 
agar senantiasa menumbuh kembangkan sosialisasi terhadap produk- 
produknya agar bisa dipahami masyarakat secara luas keunggulan dan 
keberkahan dibalik akadnya, karena masih banyak stigma buruk terhadap 
lembaga keuangan syariah yang dianggap sama seperti lembaga keuangan 
konvensional.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Saran bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini terdapat 
banyak kekurangan dalam penelitian ini disebabkan oleh terbatasnya 
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pengetahuan penulis, diharapkan peneliti yang membaca penelitian ini agar 
memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk kebaikan 
bersama sekaligus menyempurnakan penelitian ini dan menjadi bahan 
untuk penelitian selanjutnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DALAM PRODUK MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU                           
DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.77 TAHUN 2010 
No Fokus Masalah Pedoman Pertanyaan Pertanyaan Jawaban 
     1 Sejarah singkat 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. 
a. Awal mula berdiri-
nya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Kapan berdirinya Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru? 
1) Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
pertama kali berdiri tahun 2003. 
2) Apakah benar Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru 
merupakan Pegadaian Syariah 
yang pertama kali didirikan di 
Surakarta?  
2) Benar, pada tahun tersebut bersamaan dengan 
lima kota besar di Indonesia, (Surabaya, 
Makasar, Semarang, Yogyakarta dan 
surakarta). 
3) Bagaimana sejarah berdirinya 
Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru ? 
3) Sejarah Pegadaian Syariah tidak lepas dari 
pegadaian konvensional karena memang satu 
atap namun sejak tahun 2003 telah didirikan 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dengan 
wilayah tugas se-Solo Raya pada waktu itu 
hingga sekarang.    
4) Apakah tujuan didirikannya 
Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru ? 
4) Tujuan didirikan Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru adalah untuk membantu rakyat 
menengah kebawah, memakmurkan dan 
  
 
 
b. Tempat Pegadaian 
Syariah Cabang 
Solo Baru  
mensejahterakan rakyat dan menghilangkan 
rentenir dan memfasilitasi rakyat Surakarta 
lewat pembiayaan berbasis syariah.  
5) Sudah berapa lama menempati 
bangunan Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
5) Sudah lebih dari satu tahun, menempati 
gedung ini. Sebelumnya di Solo Baru dengan 
alamat Jl. Tanjunganom No. 19B Kwarasan, 
Grogol, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. 
6) Mengapa dinamakan Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru, 
padahal bertempat yang 
termasuk di Surakarta ?  
6) Karena sudah menjadi hak paten dengan 
penggunaan nama Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru, walaupun tempatnya sekarang di 
Serengan, Surakarta. Dulunya di Solo Baru 
Sukoharjo. 
7) Dimana alamat Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru ? 
7) Alamatnya di Ruko Dawung Tengah Blok C-
D, Jl. Yos Sudarso No. 398, Dawung Tengah, 
Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa 
Tengah, 57155. 
8) Ada berapa Unit Pegadaian 
Syariah di kota Surakarta yang 
dibawahi Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
8) Pada tahun 2012 Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru membuka Unit Pegadaian Syariah 
(UPS) yang terletak di Kerten. Sampai saat 
ini, Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
mem-bawahi 5 kantor UPS di wilayah Solo 
Raya, yaitu UPS Pasar Kliwon, UPS depan 
UNS, UPS Ngabean Kartasura, UPS Pasar 
Jongke Karanganyar, dan UPS Kerten. 
 
     2 Visi dan Misi 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru 
a. Visi Pegadaian 
Syariah Cabang 
Solo Baru 
 
 
 
 
b. Misi Pegadaian 
Syariah Cabang 
Solo Baru 
1) Apakah Visi Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
1) Visi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
adalah Menjadi The Most Valuable Financial 
Company di Indonesia dan sebagai agen 
inklusi keuangan pilihan masyarakat. Sebagai 
solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai 
syariah yang bebas riba dan selalu menjadi 
yang terbaik untuk masyarakat Surakarta. 
2) Apakah Misi Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
 
2) Misi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
adalah 
a) Membantu pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah ke bawah dengan 
melaksanakan usaha lain dalam rangka 
optimalisasi sumber daya perusahaan.  
b) Memberikan pembiayaan yang tercepat, 
termudah, aman dan selalu memberikan 
pembinaan terhadap usaha golongan 
 menengah ke bawah untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi. 
c) Memastikan pemerataan pelayanan dan 
infrastruktur yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan di seluruh 
pegadaian tetap menjadi pilihan utama 
masyarakat. 
3 Struktur Organisasi 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru 
a. Struktur Organisasi 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru 
1) Bagaimana struktur organisasi 
di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru ? 
1) struktur organisasi di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru terdiri dari: Pimpinan, 
Manajer, Penaksir, Kasir, Administrasi, 
Security, Pemegang gudang. 
2) Siapa sajakah nama anggota 
yang menjabat di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru ? 
2) Nama anggota yang menjabat di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru: 
a) Pemimpin Cabang (sekaligus Manajer 
Operasional), Purwiyono, S.E 
b) Penaksir (Sekaligus wakil Pemimpin 
Cabang), Bambang Priyanto, S.E 
c) Pemegang gudang, Puri Suprihatin, S.E  
d) Kasir, Yordania Ayu Sianita   
e) Administrasi, Indah Purworini, 
Muhammad Dwi Basuki 
f) Security: Ambar Joko, Heri, Rudi, 
Setiono. 
3) Berapa jam kerja yang efektif di 
di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru ? 
3) Jam kerja yang efektif di di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru Jam 7 pagi sampai 
Jam 4 Sore.  
4 Dewan Pengawas 
Syariah 
a. Dewan Pengawas 
Syariah di 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru 
1) Apakah di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru terdapat 
Dewan Pengawas Syariah ? 
1) Ada, tapi dilakukan oleh pengawas lokal yaitu 
satuan pengawas intern dengan wewenang 
Dewan Pengawas Syariah yang berpusat di 
Jakarta.   
2) Siapakah pihak yang menjabat 
sebagai Dewan Pengawas 
Syariah di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
2) Dikepalai oleh bapak Muhammad Cholil 
Nafis, dengan para tim dan jajarannya 
berpusat di Jakarta. 
5 Produk- Produk 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru 
a. Deskripsi Produk 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. 
1) Ada berapa saja produk yang 
ada Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru ? 
1) Produk yang ada Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru ada delapan, 
 
2) Apa saja akadnya ? 
 
2) Produk Beserta akadnya yaitu: 
a) Raḥn (Gadai Syariah), akadnya Raḥn  
b) Arrum BPKB, akadnya Raḥn  
c) Arrum Haji, akadnya Raḥn 
d) Konsinyasi Emas, akadnya Raḥn 
 e) Tabungan Emas, akadnya wadi’ah  
f) Mulia (Mura>bah}ah Logam Mulia Untuk 
Investasi Abadi), akadnya Mura>bah}ah 
dan Raḥn 
g) Amanah, akadnya Raḥn 
h) Multi  Pembayaran Online, akadnya jual 
beli 
i) Arrum Umrah (akan segera dirilis), 
akadnya Raḥn. 
j) Gadai Tabungan Emas (akan segera 
dirilis), akadnya Raḥn 
3) Bagaimana sosialisasi produk-
nya ? 
 
3) Banyak sekali media dalam sosialisasi produk 
yaitu, literasi, workshop, media online, 
telepon, door to door dan brosur. 
4) Apa produk unggulan di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru ? 
 
4) Yang paling unggul itu semuanya unggul 
karena animo semuanya diminati oleh 
masyarakat Surakarta.  
5) Apa produk yang paling 
diminati? beserta alasannya ? 
 
5) Produk yang paling diminati adalah Raḥn 
(Gadai Syariah). Karena Prosesnya cepat 
hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan 
aman penyimpanannya. Jaminan berupa 
barang perhiasan, elektronik atau kendaraan 
bermotor. 
6) Apa syarat- syaratnya jika ingin 
menggunakan produk- produk 
tersebut ? 
 
6) Syarat utama yang jelas KTP itu wajib baru 
nanti menyusul persyaratan lain misalnya, 
Raḥn (Gadai Syariah) syaratnya harus 
bernilai barang gadainya, lalu pinjamannya 
harus senilai barang gadainya, dll. 
7) Apa produk yang kurang 
diminati nasabah ? 
 
7) Produk yang kurang diminati ya nggak ada, 
semuanya pasti ada yang diminati, kan 
produk kami ini banyak diminati karena 
kemudahannya dan transparansi pem-
biayaannya sesuai masyarakat Surakarta. 
8) Produk Mulia ditujukan kepada 
kriteria nasabah yang seperti 
apa ?  
 
8) Kriteria nasabah apa saja, bidang apa saja dan 
siapa saja. Syaratnya hanya KTP, untuk 
kebutuhan seperti menunaikan ibadah haji, 
mempersiapkan biaya pendidikan anak, 
memiliki rumah idaman serta kendaraan 
pribadi. Ya cocok buat para orang tua buat 
biayai anaknya.     
 6 Mekanisme Jual 
Beli Emas Dalam 
Produk Mulia Di 
Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru 
a. Tata Cara 
mendapatkan emas 
melalui perse-
orangan, kolektif, 
arisan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Bagaimana cara seorang ingin 
mendapatkan emas Logam 
Mulia (LM) di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru ? 
 
1) Nasabah datang sendiri ke Pegadaian Syariah 
dan mengajukan pembelian emas produk 
mulia, menentukan jenis logam mulia, jangka 
waktu pembayaran angsuran, uang muka, dan 
membayar biaya administrasi dan akan 
mendapatkan emas setelah lunas. 
2) Bagaimana jika perseorangan 
umum ingin mendapatkan LM 
di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru ? 
2) Nasabah datang sendiri ke Pegadaian Syariah 
dan mengajukan pembelian emas produk 
mulia, menentukan jenis logam mulia, jangka 
waktu pembayaran angsuran, uang muka, dan 
membayar biaya administrasi dan akan 
mendapatkan emas setelah lunas. 
3) Bagaimana jika dengan cara 
kolektif ingin mendapatkan LM 
di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru? 
 
3) melalui kolektif, nasabah datang bersama 
anggota kolektifnya mendatangi pegadaian 
syariah dengan mengajukan pembelian emas 
produk mulia, sesuai kesepakatan dengan 
anggota kolektifnya menentukan jenis logam 
mulia, jangka waktu pembayaran angsuran, 
uang muka, dan membayar biaya administrasi 
secara mandiri per anggota dan akan 
mendapatkan emas setelah lunas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Berapa anggota minimal dan 
maksimal untuk mendapatkan 
LM secara kolektif di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru? 
4) Anggota maksimal 2 orang untuk kolektif 
 
5) Bagaimana pembagian atau 
mekanismenya jika ingin 
mendapatkan LM dengan cara 
kolektif di  
Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru? 
5) Ya sama seperti perorangan biasa tapi 
emasnya dicicil bersama anggota kolektifnya 
jadi emasnya Cuma 1 bisa nanti dibagi 
anggota kolektifnya bisa, tapi disarankan 
lewat arisan.  
6) Bagaimana jika dengan cara 
arisan ingin mendapatkan LM di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru? 
6) Kalo melalui arisan, para nasabah sudah 
membentuk kelompok arisan terlebih dahulu 
sebelumnya dengan tanpa campur tangan dari 
Pegadaian Syariah dan mendatangi pegadaian 
syariah dengan mengajukan pembelian emas 
produk mulia, sesuai kesepakatan dengan 
anggota arisan dan menentukan jenis logam 
mulia, jangka waktu pembayaran angsuran, 
uang muka, dan membayar biaya administrasi 
per anggota dan akan mendapatkan emas 
setiap bulan satu keping emas bagi pemenang 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arisan. karena nasabah terdiri dari beberapa 
orang atau merupakan kelompok arisan maka 
untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah tidak 
perlu semuanya hadir, akan tetapi cukup 
diwakilkan oleh ketua kelompok yang 
bertanggung jawab sampai akhir akad. Tetapi 
lebih baik semua anggota datang pada saat 
akad. 
7) Berapa anggota minimal dan 
maksimal untuk mendapatkan 
LM secara arisan di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru? 
7) Minimal 6 orang, maksimalnya 36 orang 
8) Bagaimana pembagian atau 
mekanismenya jika ingin 
mendapatkan LM dengan cara 
arisan di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru? 
8) Mekanismenya itu kaya arisan semua anggota 
mengangsur perbulannya sesuai akadnya 
pada angsuran ke- 1 bisa langsung dapat emas 
kalo uang mukanya 15%. 
9) Apa keuntungan mendapatkan 
LM dengan Produk Mulia di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru ? 
9) Keuntungannya ya prosesnya mudah dan 
professional. Emaskan untuk investasi yang 
aman untuk memenuhi kebutuhan, banyak 
pilihan emasnya dari 5 gr sampai 1 kg  
b. Administrasi Dalam 
Produk Mulia 
 
 
c. Jenis Emas Dalam 
Produk Mulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10) Apa saja persyaratan 
Administrasi dalam Produk 
Mulia jika ingin mendapatkan 
LM secara tidak tunai? 
10) Ya, fotocopy KTP, uang muka (DP) sesuai 
dengan jumlah atau besarnya emas yang ingin 
diambil dan biaya administrasi sebesar Rp. 
50.000;. 
11) Ada berapa Jenis LM yang 
ditawarkan Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
11) ada dua yaitu, Logam Mulia Cap Antam dan 
Logam Mulia Pegadaian,  
12) Apa perbedaan dari LM PT. 
Antam dengan pegadaian 
tersebut ? 
12) Keduanya sama aja emas Pegadaian itu emas 
yang dibeli oleh PT. Pegadaian dari PT. 
Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas, 
sertifikat emas, dan ukuran yang sama dengan 
emas Antam. 
13) Berapa ukuran LM/gram yang 
ditawarkan Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru ? 
13) mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.  
14) Apakah Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru sudah 
menyediakan LM tersebut atau 
jika sudah ada permintaan baru 
disediakan ? 
14) Kalo ada yang beli emas dengan produk 
mulia, kalo sudah sepakat, ya hari itu juga 
dipesen emasnya ke PT. Antam itu sudah 
otomatis nanti dikirim terus disimpan di 
Pegadaian Syariah.   
 d. Jangka Waktu 
Dalam Produk 
Mulia  
 
 
e. Pola Pembayaran 
Angsuran Dalam 
Produk Mulia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Berapa lama jangka waktu 
untuk mendapatkan LM dengan 
cara perseorangan, kolektif dan 
Arisan jika telah menyelesaikan 
angsuran ? 
15) Mulai dari 3/6/12/18/24/36 bulan, kalo udah 
habis masa angsurannya ya langsung bisa 
diambil. Kalo misal mau dipercepat dibayar 
sekalian juga bisa langsung diambil emasnya. 
16) Bagaimana pola pembayaran 
jika ingin memperoleh LM 
dengan cara perseorangan ? 
16) Sebelumnya memilih dulu logam mulia cap 
Antam atau Pegadaian, terus berapa lama 
jangka waktunya 3 bulan misalnya uang 
muka 20%  terus biaya admin Rp. 50.000,- 
Harga emas ditambah margin terus jadi harga 
jual, dikurangi uang muka terus dibagi 3 
karena 3 bulan ya kira- kira gitu  
17) Bagaimana pola pembayaran 
jika ingin memperoleh LM 
dengan cara kolektif?  
17) Ya sama kaya di perseorangan itu tapi ini 
orangnya ada lebih dari satu jadinya 
kesepakatan bareng enaknya gimana. 
18) Bagaimana pola pembayaran 
jika ingin memperoleh LM 
dengan cara kolektif arisan ? 
18) Kalo arisan itu tergantung jumlah anggota 
tapi minimal 6 berarti ya seperti perseorangan 
lalu dibagi 6. Kalo dengan uang muka 10% 
bisa dapet satu keping per bulan, dimulai 
setelah angsuran ke-2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
f. Sighat Dalam 
Produk Mulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) Bagaimana pembayaran LM 
apakah memakai uang muka ? 
19) Ya jelas ada uang muka minimal ada 
maksimal 
20) Berapa uang muka jika dengan 
cara perseorangan, kolektif dan 
arisan ? 
20) Uang muka minimal 20% buat perseorangan, 
buat kolektif 10%, kalo arisan ini bebas pilih 
mau 10% apa 15%. Maksimal sampai 90% 
21) Bagaimana pengambilan LM 
setelah berakhir masa angsuran/ 
melunasi pembiayaan Produk 
Mulia ? 
21) Ya datang ke pegadaian syariah bawa bukti 
angsuran terus nanti dikasih emasnya 
langsung kalo udah lunas.  
22) Apa nama akad Produk Mulia? 22) Akadnya yang pokok itu akad murabahah 
terus akad tambahannya rahn buat 
jaminannya. 
23) Bagaimana menjalankan akad 
dalam Produk Mulia dengan 
cara perseorangan,  kolektif dan 
arisan ? 
23) Ya pertama, itu murabahah dijelaskan ke-
untungannya, biaya admin, uang muka, sama 
jangka waktunya. Setelah itu emasnya milik 
nasabah secara sah tapi kan belum lunas. 
Maka dari itu emasnya dijadikan jaminan 
sampai angsurannya lunas baru diberikan 
nasabah.    
 g. Pembiayaan Dalam 
Produk Mulia. 
 
 
 
 
 
 
 
h. Harga Emas Dalam 
Produk Mulia. 
24) Harga LM selalu berubah 
bagaimana sistem Produk Mulia 
dijalankan ? 
24) Sistem produk mulia memakai sistem 
perhitungan margin tetap dan setelah ke-
sepakatan emas tersebut sudah dipesan 
langsung hari itu juga. 
25) Apakah pegsyar sudah 
mempunyai atau memasok emas 
/ apakah harus menunggu 
permintaan baru dicetak 
kepingan nya ? 
25) Jika ada yang memesan akan kami layani, 
pembelian tunai juga harus inden dari antam. 
pegadaian syariah tidak memasok emas.  
26) Bagaimana penentuan harga 
emas LM di produk mulia? 
26) Harga emas ditentukan pada hari itu juga 
sekarang bisa dilihat di aplikasi Pegadaian 
Syariah Digital di handphone. 
27) Apakah harga jual berubah 
selama jangka waktu perjanjian 
jika pembeli minta 
perpanjangan waktu ? 
27) Angsuran produk mulia ini tetap sama dari 
awal sampai akhir akad, karena setelah 
dilakukan akad itu secara sistemastis 
pegadaian akan memesankan emasnya 
nasabah ke antam kalo mau perpanjangan 
waktu ya musyawarah dulu perhitungan lagi 
tapi tetep sama, tidak berubah harga jualnya.   
28) Apa emas yang sudah dibeli bisa 
menjadi jaminan untuk 
pinjaman baru?  
28) Tidak bisa diperjualbelikan atau digadaikan 
untuk memperoleh pinjaman baru karena kan 
emasnya belum lunas jadi tidak bisa diapa-
apain. 
29) Apa nasabah diperbolehkan 
pindah hak milik waktu masih di 
jaminkan ? 
29) Tidak boleh karena harus mengangsur 
emasnya yang ditangguhkan milik nasabah 
itu sampai lunas.   
30) Apa ada denda jika terlambat ? 30) Ada, dikenakan denda sebesar 4% dari total 
angsuran perbulannya jika terlambat. Hanya 
bulan itu saja bulan lainnya tetap sama seperti 
angsuran awalnya.  
31) Bagaimana penyelesaian jika 
nasabah tidak bisa mengangsur 
lagi ? 
31) musyawarah terlebih dahulu antara pihak 
nasabah dan pihak Pegadaian Syariah, jika 
nasabah tetap tidak bisa melanjutkan, emas 
yang ada atau emas yang sudah dibeli oleh 
nasabah tersebut untuk dijual atau dilelang 
kepada pihak lain. 
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